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S. Darmadi. D3206030, PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN 
KEGIATAN LINGKUNGAN BETONISASI JALAN PADA PROGRAM 
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI 
KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN 
SUKOHARJO. 
 Penelitian skripsi mengenai partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan 
lingkungan betonisasi jalan, ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi yang 
dilakukan oleh perempuan dan sejauh mana keterlibatan mereka yang diterapkan itu 
dirasa berhasil didalam pelaksanaan program. partisipasi perempuan adalah suatu 
tindakan secara sadar dengan adanya keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang 
atau kelompok masyarakat yang secara sadar dilakukan dalam usaha untuk mencapai 
tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung 
jawab serta evaluasi 
 Penulis merasa tertarik memilih partisipasi perempuan dalam pelaksanaan 
Program PNPM-MP ini karena partisipasi tersebut memiliki usaha dan dedikasi yang 
tinggi untuk selalu berusaha mengikuti pelaksanaan program yang diberikan oleh 
PNPM-MP dan merubah anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan 
tidak berhak untuk mengikuti pelaksanaan program. Partisipasi secara sukarela yang 
digunakan perempuan dalam mengikuti program adalah sebuah tindakan antar individu 
atau kelompok untuk satu tujuan yang sama tanpa ada intervensi, dorongan atau 
paksaan dari orang lain. 
 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang 
menekankan pada realita yang muncul dan bertujuan untuk menggambarkan data 
dengan uraian atau penjelasan yang berasal dari wawancara atau catatan di lapangan. 
Teknik pengumpulan data dengan metode purposive sample, pengambilan sampel untuk 
membantu mendapatkan gambaran bagaimana dan sejauh mana keberhasilan dari 
partisipasi yang dilakukan oleh perempuan. Untuk menguji validitas data menggunakan 
trianggulasi data. Lokasi dalam penelitian ini adalah RW 04 Kelurahan Bulakan 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.  
 Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi perempuan 
dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan dalam program nasional 
pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya tindakan sosial perempuan dalam 
berpartisipasi melewati proses : perencanaan yaitu memberikan ide/gagasan dan 
menentukan pengambilan keputusan; pelaksanaan yaitu dengan memberikan bantuan 
waktu, tenaga, dan pikiran; pemanfaatan yaitu dengan membangun dan menggunakan 
infrastruktur yaitu betonisasi jalan yang berada di RW 04 dikelurahan Bulakan 









                                                           BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Permasalahan tentang kemiskinan merupakan rangkaian dari berbagai 
persoalan yang kompleks di negeri ini, dengan kata lain adalah mata rantai. 
Pemerintah hanyalah sebagai fasilitator tetapi pelaku utama adalah masyarakat, 
salah satu bentuknya adalah masyarakat menyusun sendiri sebuah perencanaan yang 
dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. 
Dalam progam penanggulangan kemiskinan ini peran dunia usaha dan masyarakat 
sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan progam, jiwa kerelawanan dan 
kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber terpenting 
dalam pemberdayaan masyarakat dan pemecahaan akar permasalahan kemiskinan. 
Program pembangunan yang menekankan kemiskinan sebagai salah satu perhatian 
utama, permasalahan kemiskinan ini dimaknai sebagai tanggung jawab tunggal 
pemerintah dalam mensejahterakan seluruh bangsa. Pandangan tersebut 
menganggap bahwa kedudukan pemerintah sangat penting sebagai sentral 
perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program-program kemiskinan 
disusun secara “top down”, artinya  program-program itu diturunkan dari 
Pemerintah kepada masyarakat tanpa melibatkan partisipasi secara langsung  warga 
masyarakat yang menjadi sasaran.  
Penjajagan kebutuhan (need assesment) masyarakat dilakukan hanya 
berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan 
masyarakat secara berarti. Kritik dan saran sering dilontarkan terhadap pola 
pengembangan program yang diturunkan dari atas ke bawah seperti itu, antara lain : 
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1.  Pola tersebut sering terjadi ketidakcocokan antara para peneliti atau para 
pemrakarsa dan para pelaksana program. Penelitian yang terlalu akademis 
terlampau dipengaruhi oleh wawasan pikiran dan pandangan penelitiannya 
sendiri, sehingga nilai terapannya sangat kurang. Program yang disusun 
dengan sendirinya bersandarkan penelitian tersebut tidak menyentuh 
kebutuhan praktis yang dirasakan oleh masyarakat. 
2. Keterlibatan masyarakat dalam program yang “diturunkan” berupa paket 
hanyalah sekedar sebagai pelaksana, masyarakat tidak merasa sebagai 
“pemilik” program karena mereka sering kali tidak melihat hubungan antara 
penelitian yang pernah dilakukan dan program yang akhirnya diturunkan. 
Dukungan masyarakat terhadap program seperti itu pada akhirnya akan 
sangat pura-pura, demikian pula partisipasi mereka. 
3. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja kurang mendidik dan 
kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu datang dari 
“luar” dan keterampilan pengkajian, perencanaan dan pengorganisasian tetap 
dimiliki “orang luar. 
Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Permukiman dan Prasarana  
Wilayah, telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan. 
Salah satu diantaranya ialah Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Perkotaan (PNPM-MP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999. PNPM-MP 
adalah termasuk dari sekian banyak proyek penanggulangan kemiskinan di 
era multi krisis yang diintrodusir pemerintah melalui fasilitas Bank Dunia. 
Terdapat perbedaan mendasar antara PNPM-MP dengan proyek 
penanggulangan kemiskinan lainnya tersebut, terutama dari segi visi dan 
misi yang diembannya.  
Visi PNPM-MP adalah terwujudnya masyarakat madani yang maju, 
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mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari. 
Sedangkan Misi PNMP-MP, membangun masyarakat mandiri yang mampu 
menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli 
setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan 
terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan 
dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.   
Berpijak pada keyakinan dasar tersebut, PNPM-MP mengembangkan konsep 
penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara konfrehensif dan utuh dengan 
mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dari 
kondisi masyarakat  miskin menjadi kondisi yang mandiri dan harapan akhirnya 
terbangun masyarakat madani. Konsep PNPM-MP adalah Konsep TRIDAYA 
dengan juga mencoba mengurangi adanya kesenjangan gender dalam masyarakat. 
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 
memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan 
dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, sosial, dan bidang lainnya. 
Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan 
ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan 
gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. 
Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, 
subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. 
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya 
diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki 
akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Serta memperoleh 
manfaat yang setara dan adil dari pembangunan, Memiliki akses dan partisipasi 
berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan 
memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan 
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hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh 
untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga 
memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan, serta menambah kesejahteraan 
masyarakat secara menyeluruh, adil dan tanpa adanya diskriminasi terhadap 
perempuan. Sehingga   pembangunan yang dilakukan lewat program PNPM-MP 
akan berjalan dengan lancar  sesuai target dan tujuan yang sudah direncanakan serta 
sesuai sasaran. 
Upaya tersebut, dalam konsep PNPM-MP dituangkan dalam indikator 
keberhasilan dengan menyertakan persentase partisipasi perempuan didalamnya. 
Adapun keterlibatan itu bisa dilihat dari tabel berikut ini :  
                                    Tabel 1. 
    Indikator keberhasilan Perempuan dalam PNPM-MP 
Indikator Target capaian 
% masyarakat miskin dikelurahan 
sasaran menerima manfaat dan 
peningkatan pelayanan dari PNPM-
MP 
40% 
% kelompok marginal dari wanita 
yang berpartisipasi didalam masing-
masing unit. 
40 % 
% Wanita yang terpilih sebagai 
anggota BKM 
40% 
% wanita sebagai penerima 
manfaatnya. 
40% 
 % wanita sebagai anggota KSM 40 % 
      Sumber : Buku pedoman umum PNPM-MP 2009 
Proses pencapaian kemandirian PNPM-MP diwujudkan melalui usaha 
optimalisasi konsep Tri Daya. Terdiri atas kemampuan daya ekonomi, daya sosial, 
daya lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada upaya 
partisipasi perempuan dalam kegiatan lingkungan yaitu betonisasi yang dilakukan di 
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RT 01 dan RT 02  RW IV Ngares Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo. Unit 
pengelola lingkungan merupakan upaya menyerasikan kesejahteraan material, 
kearah peningkatan kapasitas dan kepentingan masyarakat banyak terutama 
kepentingan masyarakat miskin maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan 
kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan pemiliharaan lingkungan 
baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan pemukiman yang 
harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk 
didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif 
dalam membangun solidaritas sosial dalam meningkatkan kesejateraan lingkungan. 
Masalah Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan serta Kelestarian Lingkungan 
Permasalahan kemiskinan tidak luput dari masih adanya sarana prasarana 
yang perlu ditangani diperbaiki / dibuat baru dalam rangka menunjang 
penanggulangan kemiskinan.  
Permasalahan yang masih menimpa Kelurahan Bulakan dalam hal sarana 
dan prasarana dasar lingkungan sebagai berikut : 
1. Permasalahan Sarana Jalan penunjang perekonomian dan kehidupan 
warga. 
2. Permasalahan Talud penyangga erosi badan jalan penunjang 
perekonomian dan kehidupan warga.  
3. Permasalahan Saluran Pembuangan Air Limbah Masyarakat.  
4. Permasalahan Sumber Air yang tidak layak konsumsi.  
5. Permasalahan Saluran irigasi pengairan ke sawah yang sudah rusak dan 
belum  ada pengaman saluran air. 
Adapun data-data yang membuktikan peran dan partisipasi perempuan di 
Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Dalam kegiatan tridaya 
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sebagai berikut : laki-laki dan perempuan dalam Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) Bulakan 
1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ekonomi : 
a.  KSM ekonomi dimana anggota tersebut adalah sebagai peminjam pada 
kegiatan ekonomi bergulir, jumlah KSM Ekonomi : 58 KSM  
a. Total anggota KSM ekonomi 224 orang  terdiri dari laki-laki : 106 dan 
perempuan 118 orang  
b. Persentasi laki-laki 47,3 % perempuan : 52 ,7 %  
2. KSM sosial :  
Tabel. 2  
Daftar Anggota KSM Kelurahan Bulakan 
No Nama KSM Anggota Kepanitiaan Penerima Manfaat 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
1 KSM Luhur 0 5 72 59 
2 KSM Sumber 
Waras 
0 5 28 36 
3 KSM Pintar 2 3 68 32 
4 KSM Anggun 1 4 0 10 
 TOTAL 3 17 168 137 
 PROSENTASE 15% 85% 55,1% 44,9% 
      Sumber data : Buku  PJM Pronangkis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
 
3. KSM Lingkungan 
Kegiatan lingkungan berupa Pengerasan Jalan atau Betonisasi Jalan di RT 01 
dan RT 02  RW IV Ngares Bulakan. Keterlibatan masyarakat PAD minimal 30 % 
total = 157 0rang yang terdiri dari laki-laki 91  ( 58 % ) dan perempuan 66 ( 42 % ) 
yang terlibat secara langsung pada kegiatan fisik bangunan sedangkan partisipasi 
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dari perempuan dibalik layar masih sangat banyak sekali sebagai penyedia 
konsumsi.  
B. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut ini ; 
Bagaimana partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan yaitu 
betonisasi jalan, pada program PNPM-MP di RT 01 dan RT 02  RW IV Ngares 
Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan 
Lingkungan seperti betonisasi jalan, dalam Program PNPM-MP di RT 01 dan RT 02  
RW IV Ngares Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
         D.  MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan informasi rinci akurat dan 
aktual yang akan memberikan jawaban permasalahan baik secara teoritis maupun 
praktis. Secara teoritis untuk langkah pengembangan lebih lanjut dan secara praktis 
berwujud aktual maka diperoleh manfaat penelitian ini sebagai berikut : 
 
 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat mengembangkan penelitian tentang partisipasi perempuan dipadukan 
dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ditelti. 
b   Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dan sebagai salah satu sumber 
bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 
a.  Digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
perempuan  di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo. 
b. Memberikan input/bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat yang bersifat 
signifikan dan konstruktif dalam melanjutkan dan meningkatkan partisipasi 
perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan di Kelurahan Bulakaan, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
E. LANDASAN TEORI  
Teori Penelitian tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan Lingkungan 
betoisasi jalan di RT 01 dan RT 02 RW IV Ngares Kelurahan Bulakan, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ini mengacu pada paradigma definisi sosial Max 
Weber. Dalam hal ini mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu tentang 
tindakan sosial antar hubungan sosial. Secara definitif Weber dalam (Ritzer, 
2002:38) merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan 
memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta antar hubungan 
sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua 
konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial, Kedua konsep tentang panafsiran 
dan pemahaman. Konsep terakhir menyangkut metode untuk menerangkan yang 
pertama. Yang dimaksudkan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang 
tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan 
kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada 
benda mati atau obyek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang 
lain bukan merupakan tindakan sosial. 
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Tindakan sosial Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan 
kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau 
bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. 
Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh 
situasi yang serupa atau persetujuan secara pasif dalam situsi tertentu.  
 Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah untuk dipahami. Atas 
dasar rasionalitas tindakan sosial tersebut Weber kemudian membedakanya kedalam 
4 tipe tindakan,  yaitu : 
1. Zwerkrational 
Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar 
menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya sendiri. Tujuan dari 
zwerkrational tidaklah absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain 
berikutnya. Bila aktor, akan mudah untuk memahami tindakan itu. 
2. Werkrational Action 
Dalam tindakan ini, aktor tidak dapat menentukan apakah cara-cara yang ia 
pakai merupakan cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan ataukah merupakan 
tujuan itu sendiri. Namun demikian tindakan ini rasional dan dapat 
dipertanggungjawabkan karena dapat dipahami. 
3. Affectual Action 
Tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan 
si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional. 
4. Traditional action 
Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu 
di masa lalu saja. (Ritzer, 2002:44) 
Dari uraian  tersebut dikatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu 
proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan secara subyektif. 
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Tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. 
Kesemuanya, dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide 
dan nilai-nilai sosial.  
          Selain itu penelitian tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan 
Lingkungan di RT 01 dan RT 02 RW IV Ngares Kelurahan Bulakan, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ini mengacu pada teknik analisa gender longwe.  
2.  TEKNIK ANALISA GENDER LONGWE 
2.1. Pengertian  
Teknik gender longwe adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan 
sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang 
meliputi : kesejahteraan, akses, keasadaran, kritis partisipasi, dan kontrol ( 
Widyaningrom, 1998:169 ). Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori 
analisis yang bersifat dinamis satu sama yang lain berhubungan secara sinergis, 
saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hirarkhis. 
Disamping iti kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak 
memutar sperti sepiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otommatis makin tinggi 
tingkat keberdayaan. 
a. Dimensi Kesejahteraan 
Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari 
tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan 
kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian 
kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat 
kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing 
kebutuhan dasarnya.  
b. Dimensi akses  
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Kesenjangan disini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan 
perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber 
daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. 
Selain itu dalam banyak komunitas, permpuan di beri tanggung jawab melaksanakan 
hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai waktu untuk 
mengurusi dan meningkatkan kemampuan dirinya. Pembangunan perempuan tidak 
cukup hanya pada pemerataan akses karena kuragnya akses perempuan bukan saja 
merupakan isu gender tetapi juga isu akibat deskriminasi gender. 
 
c. Dimensi kesadaran  
Kritis kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa 
posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian 
kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan ditingkat 
ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang diatas : 
bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil 
deskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. 
d. Dimensi Partisipasi   
Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi 
perempuan dalam proses  penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses 
perencanaan penentuan kibijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada 
proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif 
sejak dalam penetapan, kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring 
serta evaluasi.  
e.   Dimensi Kuasa / Kontrol 
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Kesenjangan gender ditingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang 
timpang antara laki-laki dan permpuan. Ini bisa terjadi ditingkat rumah tangga, 
komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti 
adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak 
mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainya, artinya perempuan 
mempuayai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi, posisi, 
masa depan diri dan komunitasnya.  
2.2 Kegunaan  
Teknik gender longwe digunakan  sebagai alat analisis yaitu menganalisis 
proses pemampuan perempuan, bukan dalam arti kesejahteraan materiil. Tujuanya 
adalah untuk memahami lima butir kriteria analisis  ( kesejahteraan, akses 
penyadaraan, partisipasi aktif dan penguasaan ) sehingga dapat 
menginterprestasikan pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang penting 
dan bagian dari integral dan proses pembangunan serta untuk mencapai pemerataan 
gender dalam lima butir tersebut. Metode ini dapat digunakan pada setiap dari siklus 
proyek  yaitu dilihat pada bagian yang dirasa sangat penting, melihat kebutuhan dan 
isu perempuan  dalam implementasi proyek, evaluasi dan program pembangunan  
melihat derajat sentivitas terhadap isu perempuan yaitu dengan menilai negative, 
netral atau positif. Negative berarti tujuan proyek tanpa mengaitkan isu perempuan 
netral berarti isu perempuan sudah diliahat tetapi tidak diangkat dan ditangani, dan 
intervensi proyek tidak berrakibat lebih buruk pada perempuan dan positif berarti 
tujuan untuk betul-betul positif, memperhatikan isu perempuan dan menanganinya 
sehingga hasilnya meningkatkan kedudukan perempauan relative terhadap laki-laki. 
2.3. Aplikasi Teknik Gender 
Pembangunan perempuan memfokuskan pada upaya menangani isu gender 
yang merupakan kendala dalam upaya memenuhi kepentingan perempuan dan 
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mencapai pemerataan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu peneliti atau 
perencana harus dapat membedakan antara kepentingan dan isu gender. Kriteria 
pembagunan perempuan merupakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi 
ketimpangan struktural sebagai  sebagai akibat masih adanya sistem deskriminasi 
gender yang bisa merugikan perempuan atau laki-laki. Pembangunan bukan saja 
peningkatan akses terhadap sumber dan manfaat tetapi bagaimana akses dan 
manfaat diperoleh.                                   
F. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Definisi partisipasi 
Perkataan partisipasi berasal dari perkataan bahasa inggris “to participate” 
yang mengandung pengertian “to make part” yang dalam bahasa Indonesia berarti 
“the act participating”. Seseorang dikatakan berpartisipasi terhadap sesuatu 
usaha/organisasi apabila secara sadar ia ikut aktif mengambil bagian didalam 
kegiatan-kegiatan dan usaha tersebut. 
Dalam kamus Sosiologi disebutkan bahwa “partisipasi adalah suatu 
tindakan yang merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk 
mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya”. (Kartasapoetra, 1992:16). 
Sedangkan menurut Keith Davis yang juga telah menyatakan atau 
mendefinisikan tentang arti dari partisipasi sebagai berikut : 
”...mental and emotional involment of person group stuation whinch enccurage 
responsibility in the...” 
(Penyertaan mental dan emosi didalam suatu kelompok yang mendorong mereka 
untuk menyumbangkan daya pikiran dan perasaan mereka bagi tercapainya 
tujuan organisasi tersebut) (Tjokrowinito,1978:14) 
Dari definisi tersebut partisipasi mengandung pengertian : 
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a.  Adanya penyertaan mental dan emosi dalam suatu tindakan. Didalam 
partisipasi dituntut lebih dari pada sekedar penyertaan fisik. Partisipasi 
merupakan proses penyertaan pikiran dan perasaannya dalam dinamika 
organisasi terutama dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan yang 
dilakukan dengan penuh kesadaran. 
3. Partisipasi merupakan sarana bagi pengembangan diri para bawahan. Mereka 
diberi kesempatan mengutarakan pendapat sebagai subyek bukan sekedar 
obyek dalam pengambilan keputusan. 
4. Partisipasi merupakan sarana untuk menumbuhkan dan mempertebal rasa 
“ikut memiliki” dikalangan bawahan. Bawahan berperan didalam setiap 
pengambilan keputusan merasa bahwa baik buruknya keputusan yang 
diambil mereka ikut bertanggung jawab karena pada hakekatnya mereka 
sendiri yang memutuskan. 
           Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, partisipasi adalah : ”penyertaan mental 
dan emosi seseorang didalam situasi kelompok, yang mendorong mereka  untuk 
menyumbangkan ide, pikiran dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama 
bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu“.(Tjokrowinito,1978:29). Tjokrowinito 
lebih menitikberatkan pada emosi seseorang dan agaknya kurang memperhatikan 
segi fisik. Hal ini mungkin belum tentu dapat berlaku bagi kelompok yang 
berorientasi pada pemimpin. 
Dengan adanya berbagai definisi partisipasi maka dapatkah ditarik 
kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterikatan mental dan emosi serta 
fisik seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, 
menggunakan dan disertai tanggung jawab. 
2.  Berbagai Tipe Partisipasi 
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Dusseldorp mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. 
Klasifikasinya didasarkan pada 9 Dasar, yaitu sebagai berikut :  
1. Berdasarkan derajat kesukarelaan 
a. Partisipasi bebas 
Terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di 
dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibedakan 
menjadi : 
 a.1. Partisipasi spontan 
Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan 
keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh 
lembaga-lembaga atau orang lain. 
a.2. Partisipasi terbujuk 
Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan 
melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga 
berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu. 
Partisipasi ini dapat dibagi menurut siapa yang membujuk , yakni : 
- Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan 
masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM atau HKTI. 
- Badan-badan sukarela di luar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan 
keagamaan. 
- Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi 
sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok 
Tani dsb. 
b. Partisipasi terpaksa 
      Dapat terjadi dalam berbagai cara : 
b.1. Partisipasi terpaksa oleh hukum 
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 Terjadi bila orang-orang terpaksa melalui peraturan atau hukum, 
berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan 
dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. 
b.2. Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi 
 Terjadi bila orang-orang terpaksa melakukan partisipasi karena 
terdesak oleh kondisi sosial dan ekonomi, berpartisipasi didalam 
kegiatan-kegiatan tertentu tetapi disebabkan oleh keadaan sosial dan 
ekonomi. 
2. Berdasarkan cara keterlibatan 
a. Partisipasi langsung 
Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam 
proses partisipasi seperti misalnya mangambil peranan di dalam 
pertemuan-pertemuan, turut diskusi. 
b.  Partisipasi tidak langsung 
Terjadi bila sesorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya 
pemilihan wakil-wakil di dalam DPR. 
3. Berdasarkan keterlibatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan 
terencana. 
a. Partisipasi lengkap 
Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat 
di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana. 
b. Partisipasi sebagian 
Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak 
terlibat di dalam seluruh enam tahap itu. 
4. Berdasarkan tingkatan organisasi 
Dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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a. Partisipasi yang terorganisasi 
Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja 
dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. 
b. Pertisipasi yang tidak terorganisasi 
Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang 
kadang-kadang saja yang Hukumnya karena keadaan yang gawat, 
misalnya sewaktu terjadi kebakaran. 
5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan 
a.  Partisipasi intensif 
Terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang 
tinggi. Menurut Muller hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dari 
partisipasi. 
b.  Partisipasi ekstensif 
Terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak 
teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan 
partisipasi dalam interval waktu yang panjang. 
6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan 
a. Partisipasi tak terbatas 
Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu 
dapat diawali oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan 
partisipasi anggota komunitas tertentu. 
b. Partisipasi terbatas 
Terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administratif 
dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan 
partisipatif. 
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7. Berdasarkan efektifitas 
a.  Partisipasi efektif 
Yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan 
perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. 
b.  Partisipasi tidak efektif 
Terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-
tujuan aktivitas yang dicanangkan terwujudnya. 
 
 
8. Berdasarkan siapa yang terlibat 
Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut : 
a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat 
b. Pegawai pemerintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk 
c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk 
d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih 
Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi 
bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan dua prinsip, 
yaitu : 
1. Perwilayahan, sifatnya homogen sejauh masih menyangkut 
kepentingan-kepentingan tertentu. 
2. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut 
kepentingan-kepentingan tertentu. 
9. Berdasarkan gaya partisipasi 
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Roothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat di 
dalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan 
perbedaaan dalam gaya partisipasi. 
a.  Pembangunan lokalitas 
Model praktek organisasi ini sama dengan masyarakat dan 
maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan 
mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang 
dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini 
mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai 
fungsi integrative. 
b.  Perencanaan sosial 
Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud 
tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain 
sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk 
mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan 
membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial 
dapat dicirikan seperti yang disebutkan oleh Arstein sebagai informan 
atau placatiaon. Akan tetapi adalah juga bahwa partisipasi berkembang 
ke dalam bentuk partnership atau perwakilan kekuasaan. 
c. Aksi sosial 
Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan 
hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-
sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang 
beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan 
partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-
maksud yang penting 
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 (Y.Slamet,1993 “10-21), partisipasi masyarakat adalah : keterlibatan mental 
dan emosi serta fisik sesorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha 
pencapaian tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan 
disertai tanggung jawab. Penelitian ini akan meneliti masyarakat menurut tipe 
partisipasi. Partisipasi masyarakat akan dilihat dari partisipasi berdasakan derajat 
kesukarelaan, cara keterlibatan, efektifitas, serta siapa yang terlibat. 
Adapun klasifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah partisipasi 
Berdasarkan derajat kesukarelawanan 
Dalam proses partisipasi masyarakat dalam suatu program setidaknya secara 
garis besar ada tiga tahapan dalam partisipasi  menurut ceramahnya berserial tentang 
Development, Prof.Dr.Eugene.C.Ericson dari Cornell University di Lembaga Studi 
Pedesaan dan Kawasan (yang sekarang bernama Pusat penelitian pembangunan 
Pedesaan dan kawasan /  P3PK). 
1. Partisipasi dalam perencanaan 
Dalam proses ini orang sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang 
dimaksud membuat keputusan adalah menunjang secara tidak langsung 
seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata 
hanya membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Dalam hal kegiatan 
partisipatif perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, maksud, 
dan target, merumuskan program-program, menilai apakah program itu dapat 
mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber 
biayanya, yang ringkasnya dapat disebut penyiapan rencana. Dalam banyak hal 
membuat keputusan adalah sejajar dengan menyiapkan rencana. (Yulius slamet, 
1993:24). 
2. Partisipasi dalam pelaksanaan 
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Pengukurannya adalah bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat 
secara nyata terlibat di dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan 
program-program yang telah digariskan, didalam kegiatan-kegiatan fisik. 
Dengan demikian pengukurannya adalah sejauh mana masyarakat telah 
memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang 
bersangkutan. 
3. Partisipasi dalam pemanfaatan program 
Adalah partisipasi masyarakat dalam fase penggunaan atau pemanfaatan 
hasil-hasil pembangunan. (Yulius slamet, 1993:24). 
3.1. Jurnal Internasional (Perempuan dan lingkungan melalui sejarah Dari  
 Wikipedia, ensiklopedia bebas) 
Buku-buku sejarah lingkungan telah banyak difokuskan pada peran laki-laki, dan 
umumnya keterlibatan perempuan pada lingkungan diabaikan. Bahkan teks sejarah telah 
kekurangan tulisan mengenai partisipasi perempuan dalam aksi lingkungan. Jadi, 
hasilnya adalah bahwa peran perempuan dalam perjuangan lingkungan dan perdebatan 
tentang alam disembunyikan dari sejarah. Namun, ketika meninjau krisis lingkungan 
pada abad terakhir ini, kita bisa melihat wanita dari setiap kelas sosialnya, bangsa, atau 
warna telah mengangkat keprihatinan mereka tentang lingkungan yang lebih terlihat dan 
terbuka. Menurut Bella Abzug, salah satu pendiri dan co-chair regional US  berdasarkan 
Organisasi Perempuan untuk Lingkungan Hidup dan Pengembangannya (WEDO), 
wanita dengan aktivitasnya semakin fokus pada alam ingin membuktikan kepada dunia 
bahwa mereka bisa membuat perbedaan, dan menjadi kekuatan untuk melakukan 
perubahan positif dalam lingkungan dan dunia di sekitar mereka. 
Hubungan yang mendalam antara perempuan dan laki-laki datang dari interaksi 
sehari-hari di antara mereka. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya 
gerakan lingkungan hidup juga sebagai gerakan untuk meningkatkan hak-hak 
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perempuan. Hari perserikatan pelestarian alam dengan hak-hak perempuan dan 
pembebasan yang berasal dari invasi hak-hak mereka di masa lalu.  
Dalam mengembangkan wilayah di dunia, perempuan dianggap sebagai pengguna 
utama sumber daya alam (Tanah, hutan, dan air), karena mereka adalah orang yang 
bertanggung jawab untuk mengumpulkan makanan, bahan bakar, dan pakan ternak. 
Jiggins, Janice. (1994). Batas perubahan : Perspektif Perempuan Berpusat pada populasi 
dan Lingkungan Hidup. New York: Island Press. Hal ini membawa kaum perempuan 
untuk hubungan lebih dekat dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, yang 
mempromosikan sebuah budaya baru penggunaan secara terhormat dan pelestarian 
lingkungan, Oleh karena itu generasi berikutnya dapat memenuhi kebutuhan mereka. 
Selain mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai produksi pertanian yang sesuai 
dan gizi manusia, wanita ingin melindungi akses pada tanah. Perspektif wanita dan 
nilai-nilai lingkungan yang agak berbeda dari laki-laki. Perempuan memberikan 
prioritas yang lebih besar untuk melindungi dan meningkatkan kapasitas alam, 
mempertahankan lahan pertanian, dan kepedulian terhadap alam dan masa depan 
lingkungan. Studi yang berulang-ulang menunjukkan bahwa perempuan memiliki 
saham pada lingkungan, dan saham ini tercermin pada sejauh mana mereka peduli 
tentang sumber daya alam. 
a.   Gender dan persepsi lingkungan 
Mengingat kerusakan lingkungan, sedangkan pria punya dominasi atas 
perempuan, dan perempuan besar investasinya dalam kelestarian lingkungan, beberapa 
telah berteori bahwa perempuan akan melindungi bumi lebih baik daripada laki-laki jika 
berkuasa. Meskipun tidak ada bukti untuk hipotesis ini, gerakan terbaru menunjukkan 
bahwa perempuan lebih sensitif terhadap bumi dan masalah-masalahnya. Mereka telah 
menciptakan sebuah sistem nilai khusus tentang isu-isu lingkungan. Pendekatan orang 
terhadap isu-isu lingkungan tergantung pada hubungan mereka dengan alam. Antara 
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perempuan dan alam telah dianggap sebagai bawahan dari laki-laki sepanjang sejarah, 
yang menyampaikan afiliasi yang erat diantara mereka. 
Sepanjang sejarah laki-laki telah melihat sumber daya alam sebagai entitas 
komersial atau alat yang menghasilkan pendapatan, sementara wanita cenderung 
melihat lingkungan hidup sebagai sumber daya pendukung. Sebagai contoh, perempuan 
di pedesaan India mengumpulkan ranting-ranting dari pohon yang telah mati karena 
terkoyak oleh badai dan menggunakannya untuk kayu bakar daripada memotong pohon-
pohon yang hidup.  Sejak perempuan Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan 
tanah untuk menghasilkan makanan bagi keluarga mereka, mereka memperoleh 
pengetahuan dari kondisi tanah, air, dan fitur lingkungan lainnya. Setiap perubahan 
lingkungan di wilayah ini, seperti dereboisasi, memiliki pengaruh paling besar terhadap 
perempuan di daerah itu, dan menyebabkan mereka menderita sampai mereka dapat 
mengatasi perubahan-perubahan itu. Salah satu contoh yang baik adalah wanita Nepal 
yang sudah berusia lanjut tetapi masih memanjat gunung dan mampu membawa kayu 
dan pakan ternak. 
Sementara laki-laki melakukan penebangan kayu di hutan untuk menghasilkan 
pendapatan, perempuan lebih mungkin untuk menjaga dan melindungi hutan. Sebagai 
contoh, di India pada tahun 1906, ada konflik antara laki-laki dan perempuan di daerah 
berbukit Chipko. Perluasan pembukaan hutan, para wanita protes dengan cara fisik 
memeluk pohon untuk mencegah penebangan, sehingga menimbulkan apa yang 
sekarang disebut gerakan Chipko, gerakan lingkungan yang diprakarsai oleh para 
perempuan India (yang juga adalah istilah tempat pohon-huggers berasal). Konflik ini 
dimulai karena orang ingin memotong pohon dan menggunakannya untuk keperluan 
industri sementara wanita ingin menjaga mereka karena mereka adalah sumber makanan 
dan dereboisasi adalah masalah kelangsungan hidup bagi masyarakat setempat. 
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Komitmen berbasis jender dan gerakan-gerakan seperti feminisme telah mencapai 
pendekatan baru melalui kombinasi feminisme dan lingkungan hidup disebut 
Ecofeminisme. Ecofeminisme percaya pada interkoneksi antara dominasi perempuan 
dan alam. Menurut ecofeminisme daya keunggulan adalah memperlakukan semua 
bawahan sama. Jadi, ecofeminisme memperhitungkan subordinasi perempuan dan 
degradasi perhitungan alam. Semua komentar mempunyai reaksi yang berbeda, orang 
bisa melihat bahwa betapapun, para pembuat keputusan kebijakan adalah laki-laki, tapi 
perempuan merespon lebih sensitif dan aktif untuk dilema lingkungan dan 
perdebatannya. 
b.  Wanita Lingkungan  
Salah satu perempuan lingkungan yang terkemuka adalah Rachel Carson. Rachel 
Carson (1907-1964) adalah seorang ilmuwan, penulis, dan ekologi. Rachel Carson pergi 
ke Universitas Pennsylvania untuk Perempuan, jurusan bahasa Inggris, tapi dia 
terinspirasi oleh guru biologi sehingga dia beralih ke biologi. Dia menjadi lebih tertarik 
dan fokus pada laut sementara ia bekerja di Laboratorium Biologi Laut di 
Massachusetts. Tulisan fasihnya terbit pada buku pertamanya, Under the Sea-Wind: a 
Naturalists’ Picture of Ocean Life, tahun 1941. Pada tahun 1949 ia menjadi kepala 
redaksi Fish and Wildlife Service (FWS). Buku keduanya, The Sea Around Us, menang 
dalam National Book Award dan terjual lebih dari 200.000 eksemplar. Setelah itu ia 
pensiun dari FWS dan menjadi penulis sepanjang waktu. Setelah buku ketiga dan 
terakhir tentang laut, The Edge of the Sea, Carson fokus mengenai pengaruh bahan 
kimia dan pestisida pada lingkungan. Saat itulah ia menulis buku tentang lingkungan, 
Silent Spring. Buku itu mengenai tentang apa yang dilakukan manusia dengan alam dan 
akhirnya pada dirinya sendiri, dan memulai gerakan lingkungan modern. Carson 
percaya bahwa manusia dan alam saling tergantung satu sama lain. Dia berpendapat 
bahwa kegiatan industri seperti penggunaan pestisida dapat merusak ekosistem bumi 
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dan akan memiliki konsekuensi ekologis yang jauh seperti masalah kesehatan manusia 
di masa depan. Hari ini, studi ilmiah telah menunjukkan konsekuensi dari ini.  
Maria Cherkasova (1938) adalah seorang jurnalis, ekologi, dan direktur Centre for 
Independent Ecological Programmers (CIEP). Dia terkenal karena koordinasi kampanye 
4 tahun untuk menghentikan pembangunan bendungan hidro-elektrik di Sungai Katun. 
Setelah itu Cherkasova terlibat dalam gerakan mahasiswa pada perlindungan 
lingkungan pada tahun 1960, dia mulai bekerja untuk Red Data Book untuk Departemen 
Lembaga Perlindungan Lingkungan. Dia meneliti dan mengawetkan spesies langka 
sampai ia menjadi editor Uni Soviet Red Data Book. Dia salah satu pendiri Uni Sosial 
Lingkungan Hidup, yang telah menjadi LSM ekologi terbesar di Uni Soviet. Pada tahun 
1990, ia menjadi direktur CIEP, yang mengatur dan menggerakkan kegiatan dalam 
berbagai pilihan bidang ekologis terkait di kedua front domestik dan internasional. 
Cherkasova baru-baru ini telah bergeser fokusnya pada perlindungan hak-hak anak 
untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berbicara baik di dalam dan di luar Rusia.  
c.  Gerakan Ekologi diprakarsai oleh Perempuan 
Orang-orang di negara-negara Barat berpikir mereka berasal dari gerakan 
lingkungan tanpa mengetahui bahwa sebagian besar penduduk desa di negara-negara 
miskin dan berkembang melahirkan jenis-jenis gerakan.  
Salah satu gerakan lingkungan pertama yang diilhami oleh gerakan perempuan 
Chipko (Perempuan pohon-huggers di India). "Namanya berasal dari kata Hindi yang 
berarti" tongkat "(seperti lem) Gerakan ini adalah tindakan pembangkangan terhadap 
izin pemerintah negara yang diberikan kepada perusahaan untuk penebangan komersial. 
Perempuan desa menolak, merangkul pepohonan untuk mencegah penebangan untuk 
melindungi gaya hidup mereka yang bergantung pada hutan. Dereboisasi kualitatif bisa 
mengubah kehidupan semua penduduk desa, tetapi hanya perempuan yang terganggu 
untuk memelihara hutan. Diselenggarakan oleh sebuah organisasi non-pemerintah yang 
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dipimpin Chandi Prasad Bhatt, gerakan Chipko mengadopsi slogan "ekologi adalah 
ekonomi tetap" Para wanita memeluk pohon-pohon, tidak menandai aksi mereka 
sebagai aktivisme feminis, namun, sebagai suatu gerakan yang menunjukkan 
perlawanan terhadap penindasan, semua tanda-tanda seperti itu.  
Ini dimulai ketika Maharajah Jodhpur ingin membangun sebuah istana baru di 
Rajasthan kaki bukit Himalaya India. Sementara axemen menebang pohon-pohon, 
martir Amrita Devi memeluk salah satu pohon. Hal ini karena di Jodhpur setiap anak 
memiliki pohon yang bisa bicara. Axmen mengabaikan Devi dan setelah mengambil 
pohon yang mati ditebangnya. Putrinya lingkungan seperti Chandi Prasad Bhatt dan 
Sunderlal Bahuguna 
Gerakan lain, salah satu gerakan terbesar dalam sejarah perempuan dan 
lingkungan, adalah gerakan Green Belt (gerakan Sabuk Hijau). Pemenang Hadiah Nobel 
Wangari Maathai mendirikan gerakan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada bulan 
Juni 1977. Upacara dimulai sangat sederhana: beberapa wanita menanam tujuh pohon di 
halaman belakang rumah Maathai's. Pada tahun 2005, 30 juta pohon telah ditanam oleh 
peserta dalam gerakan Sabuk Hijau di tanah publik dan swasta. Gerakan Sabuk Hijau 
bertujuan untuk membawa restorasi lingkungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat. Gerakan ini dipimpin oleh Maathai yang berfokus pada percepatan 
pemulihan hutan Kenya yang berkurang serta pemberdayaan perempuan pedesaan 
melalui pelestarian lingkungan, dengan penekanan khusus pada penanaman pohon adat. 
UNITAR/Yale 2008 Konferensi Lingkungan dan Demokrasi  
3.2.(Lembaga, Partisipasi Masyarakat dan Lingkungan Berkelanjutan, 10-11 Mei 2008 
di Yale University, New Haven, Connecticut.)  
Bagaimana bisa demokrasi dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan 
dibuat kompatibel dan saling mendukung? Pertanyaan lain-lain di tengah-tengah diskusi 
pada Konferensi Lingkungan pada UNITAR-Yale Pemerintahan dan Demokrasi: 
 xl
Lembaga, Partisipasi Masyarakat dan Lingkungan Berkelanjutan, 10-11 Mei 2008 di 
Yale University, New Haven, Connecticut. Konferensi ini berlangsung di pinggir 
Sidang Komisi PBB ke-16 untuk Pembangunan Berkelanjutan (CSD) dan membawa 
bersama-sama sekitar 150 sarjana tata lingkungan dan praktisi dari akademisi, 
pemerintah, organisasi antar-pemerintah, dan masyarakat sipil, dari lebih 65 
pengembang, negara berkembang dan transisi.  
Acara ini diselenggarakan melalui prakarsa UNITAR / Yale Lingkungan dan 
Demokrasi, diluncurkan pada bulan Maret 2007 oleh UNITAR dan Sekolah Kehutanan 
dan Studi Lingkungan Yale dengan tujuan untuk mendukung meningkatnya minat 
dalam penelitian, pengajaran dan peningkatan kapasitas di bidang lingkungan 
demokratis pemerintahan. Penyelenggara konferensi menerima sekitar 700 permintaan 
untuk partisipasi dan 170 kiriman abstrak konferensi. 30 makalah dipilih oleh komite 
peninjau internasional akademik untuk presentasi di konferensi ini. Konsisten dengan 
teori yang dikembangkan melalui institusionalisme "baru" dalam ilmu politik, 
Konferensi menekankan peran lembaga-lembaga bermain dalam membentuk partisipasi 
publik dan hasil kebijakan. 
Berbicara pada tema tata lingkungan hidup internasional selama sesi 
pembukaan, James Gustave Speth, Dekan Sekolah Kehutanan dan Studi Lingkungan 
Yale dan mantan Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP) mengamati 
bahwa "sementara masyarakat sipil sering menikmati kesempatan partisipasi dalam 
proses tingkat nasional dan lokal, mekanisme untuk keterlibatan pemangku kepentingan 
yang berarti pada tingkat internasional, serta pengetahuan tentang efektivitas mereka 
kurang "Carlos Lopes, Direktur Eksekutif UNITAR, menekankan bahwa meskipun 
partisipasi demokratis dalam pemerintahan lingkungan hidup telah menjadi sebuah 
prinsip yang disepakati secara internasional, "itu adalah konteks sosial-ekonomi dan 
kapasitas lokal yang pada dasarnya menentukan bagaimana partisipasi warga negara 
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secara efektif dapat memberikan kontribusi untuk pemerintahan yang baik dan 
kelestarian lingkungan."  
 a.  Tematik Kelompok Kerja 
Daniel Esty, Direktur Pusat Lingkungan Hukum dan Kebijakan Yale, 
digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat dapat mendorong transparansi, 
akuntabilitas dan hasil lingkungan yang sehat, mengutip pengurangan polusi sepanjang 
perbatasan Meksiko-Amerika sebagai contohnya. Dia juga mendorong peserta untuk 
mengidentifikasi praktek terbaik. Susan Rose-Ackerman, Henry R. Luce Guru Besar 
Ilmu Hukum dan Politik, Yale Law School, dibahas sifat beragam budaya administrasi 
nasional dan tantangan ini menciptakan untuk melakukan penelitian komparatif pada 
interface demokrasi-lingkungan.  
Diskusi pada konferensi terutama terjadi pada kelompok kerja. Seri pertama dari 
kelompok terfokus pada partisipasi masyarakat pada berbagai tingkat hirarki 
pemerintahan, termasuk: tata lingkungan internasional, nasional, regional, lokal, dan 
perusahaan, serta saling ketergantungan di tingkat pemerintahan. Seri kedua Sebuah 
diskusi kelompok diuji tema lintas sektor dari interface demokrasi-lingkungan, termasuk 
demokratisasi generasi pengetahuan, demokratisasi lembaga-lembaga (yaitu prosedur 
partisipatif regularisasi), akses terhadap keadilan, dan mobilisasi kepentingan publik 
dan kapasitas. Diinformasikan oleh teoritis dan presentasi studi kasus, peserta 
mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan, berdasarkan ini, pertanyaan-pertanyaan 
penelitian dikembangkan untuk penelitian dan generasi masa depan pengetahuan. 
Makalah, presentasi, dan hasil kelompok kerja dapat diakses melalui website UNITAR / 
Konferensi Yale.  
b.   Diketahui dari lembaga-lembaga lingkungan partisipatif  
Meskipun tubuh tumbuh dari penelitian tentang tata lingkungan partisipatif, 
Konferensi mengungkapkan pengetahuan kesenjangan yang signifikan tentang 
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bagaimana dan dalam kondisi apa lembaga partisipatif dapat mendorong kelestarian 
lingkungan. Sarjana dengan kemampuan akademis lama-tidak setuju, misalnya, jika, 
atau sampai sejauh mana, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lokal atau 
menghambat tujuan perlindungan hutan. Kekhawatiran itu mengangkat bahwa pesan-
pesan yang bertentangan tersebut dapat membuat pesan membingungkan dan tidak 
konsisten untuk pembuat kebijakan, yang sering dipertimbangkan saran dari para 
sarjana.  
Pertanyaan yang belum terpecahkan dalam interface demokrasi-lingkungan 
melalui identifikasi, dan dibahas pada Konferensi ini termasuk, misalnya:  
• Apakah berkorelasi antara partisipasi masyarakat dan meningkatkan kelestarian 
lingkungan? Jika demikian, mengapa, bagaimana dan dalam kondisi apa? Sebaliknya, dapat 
menghambat partisipasi kinerja publik lingkungan  
• Bagaimana aturan kelembagaan permainan inklusif mempengaruhi partisipasi dan 
pengakuan dari berbagai bentuk pengetahuan? 
• Apakah yang dimaksud dengan tingkat partisipasi masyarakat "optimal" dari perspektif 
efisiensi dan bagaimana bisa optimal seperti yang ditentukan?  
• Apakah ada "praktek terbaik" untuk keterlibatan publik dari perspektif kelestarian 
lingkungan? 
• Sejauh mana kapasitas organisasi masyarakat sipil yang memadai untuk memastikan 
konsisten, setara dan partisipasi masyarakat yang efektif?  
• Bagaimana pertanyaan di atas bermain keluar pada berbagai tingkat pemerintahan 
lingkungan dan dalam konteks yang muncul dan konsolidasi demokrasi?  
Konferensi mengungkapkan bahwa penelitian komparatif tentang tata 
pemerintahan lingkungan partisipatif dibatasi oleh kurangnya taksonomi umum, 
kosakata dan indikator bagaimana "mengukur" variasi dalam proses partisipatif dan 
hasil. Pandangan yang berasal dari teori partisipasi masyarakat dapat memperkaya 
penyelidikan institusional dengan meneliti bagaimana mikro-variasi dari "aturan 
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permainan" mempengaruhi partisipasi stakeholder dan, melalui ini, hasil keputusan. 
Pada Konferensi ini, beberapa penulis disebut, atau memperkenalkan proposal 
bagaimana sifat demokratis dari proses partisipasi publik dapat diklasifikasikan. 
Mengambil proposal ini, serta literatur teoritis yang relevan ke perhitungan, peserta 
disarankan lebih giat menindak lanjuti lebih mendalam (misalnya simposium para ahli) 
untuk mengambil saham klasifikasi saat ini partisipasi publik dan mengeksplorasi 
pengembangan taksonomi harmonis untuk penelitian. Demikian pula, peserta 
mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan indikator yang lebih baik untuk 
mengukur kelestarian lingkungan dan hasil keputusan, variabel tergantung dari 
penyelidikan demokrasi-lingkungan.  
Konferensi menegaskan bahwa tata lingkungan partisipatif didukung 
pertumbuhannya di seluruh dunia. Nasional, pemerintah daerah dan lokal terus 
menanamkan persyaratan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan skema masing-
masing lingkungan. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa Program 
Lingkungan Hidup (UNEP) telah memulai penyusunan pedoman global untuk 
mendukung kerangka kerja legislatif nasional untuk menerapkan 10 Prinsip Deklarasi 
Rio. Namun, hal ini menjadi jelas bahwa partisipasi masyarakat berarti "yang berbeda 
bagi orang yang berbeda" dan tipe tertentu dapat mendukung proses keterlibatan (dan 
legitimatise) mencari kepentingan untuk mempertahankan status quo, bukan 
transformasi lingkungan dan keadilan. Dengan demikian, hak partisipasi umum 
diungkap tampaknya tidak sistematis mendorong transformasi lingkungan hidup dan 
keberlanjutan, kecuali kondisi tertentu terpenuhi. Seperti ringkasan yang diberikan oleh 
Profesor Benjamin Yale Cashore dalam penutup bukunya komentar pada Konperensi, 
pertanyaan mendasar untuk penelitian masa depan, reformasi kelembagaan, dan 
pengembangan kapasitas tidak begitu banyak "apakah demokrasi yang baik bagi 
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lingkungan, tetapi lebih bagaimana lembaga partisipatif di semua tingkat dapat 
dirancang untuk secara efektif mengatasi krisis lingkungan yang dihadapi planet kita ".  
     c.   Konferensi tindak lanjut  
Konferensi menegaskan penelitian pada interface demokrasi-lingkungan terjadi 
melalui beragam disiplin akademik, menciptakan tantangan bagi penelitian sistematis, 
jaringan dan berbagi pengetahuan. Sebuah jurnal khusus pada tidak interface 
demokrasi-lingkungan, misalnya, tidak ada. Demikian pula, interaksi reguler antara 
komunitas akademis dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam merancang dan 
menerapkan proses-proses partisipasi publik masih lemah dan harus, diperkuat. 
Meskipun diskusi di konferensi menunjukkan tantangan ini, Namun mereka, hanya 
mampu menyentuh permukaan dalam memecahkan masalah terbuka. Dalam jangka 
menengah, UNITAR dan Yale, bersama dengan mitra mengeksplorasi, seperti yang 
disarankan di Konferensi ini, mengadakan sebuah acara sebagai acara internasional dua 
tahunan. Selama periode antar-sesi, peserta dari jaringan informal dikatalisis melalui 
Konferensi yang memulai, secara individu atau bersama, tindak lanjut kegiatan pada 
isu-isu spesifik diidentifikasi, tetapi tidak diselesaikan selama diskusi. Proposal untuk 
kegiatan antar-sesi yang diusulkan pada Konferensi ini termasuk, misalnya:    
• Pengembangan taksonomi umum untuk memfasilitasi penelitian partisipasi publik di 
seluruh negara, tingkat pemerintahan dan daerah tematik  
• Pengembangan agenda penelitian terstruktur dan program penelitian global terhadap 
demokrasi dan lingkungan  
• Penelitian Tematik pada daerah tertentu dari demokrasi dan interface lingkungan, misalnya 
di bidang perubahan iklim, bahan kimia beracun dan perlindungan keanekaragaman hayati  
• Penelitian yang menargetkan tingkat pemerintahan lingkungan secara spesifik, yaitu 
bagaimana variasi keterlibatan pemangku kepentingan di internasional, tata lingkungan 
mempengaruhi hasil kebijakan 
• Penelitian mengenai keterlibatan stakeholder dalam tantangan tata lingkungan multi-tingkat  
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• Memeriksa interface partisipasi publik dan keadilan lingkungan  
• Pengembangan manajemen pengetahuan platform untuk berbagi penelitian internasional 
dan pengetahuan tentang lingkungan interface demokrasi, termasuk kelompok-kelompok 
diskusi dan berbagi praktek-praktek terbaik  
• Pertimbangkan untuk memulai sebuah jurnal yang didedikasikan pada demokrasi dan 
lingkungan.  
   
G. DEFINISI KONSEP 
Kata partisipasi mempunyai arti yang luas, menurut Suharto dan Iryanto 
(1989) pengertian partisipasi adalah hal turut berperan serta di suatu kegiatan, 
keikutsertaan, dan peran serta. Dengan demikian dapat dikatakan partisipasi sama 
dengan peran serta.  
Menurut Soerjono Soekanto, partisipasi merupakan proses identifikasi atau 
menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam situasi social 
tertentu. Partisipasi terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah partisipasi social 
dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu di 
dalam kehidupan sosial. (Soekanto, 1993: 355).  
Partisipasi perempuan adalah suatu tindakan secara sadar dengan adanya 
keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat 
secara yang secara sadar dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara 
merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab serta 
evaluasi. 
I. Pengertian PNPM Mandiri  
a.  PNPM Mandiri adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan 
pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis 
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pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi 
dan pengembangan serta sistem mekanisme dan prosedur program, penyediaan 
pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi 
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 
b. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk menciptakan atau 
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, 
dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas 
hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat 
memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah 
serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan 
kemiskinan untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan 
berbagai hasil yang telah dicapai. 
2. Tujuan 
Tujuan Umum 
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 
mandiri. 
Tujuan Khusus  
a. Meningkatnya partisipasi seluruh dari berbagai unsur masyarakat, termasuk 
masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan 
kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam 
proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 
representativ, dan akuntabel.  
c. Meningkatnya  kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan 
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penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor atau 
keberpihakan pada kemiskinan).   
d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan 
kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya–upaya 
penanggulangan kemiskinan.  
e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas 
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi 
kemiskinan diwilayahnya.  
f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 
potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 
g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tepat guna, informasi dan 
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat . 
3. Strategi  
Strategi PNPM Mandiri terdiri atas : 
Strategi Dasar 
a. Mengintensifkan bebagai upaya–upaya pemberdayaan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat .  
b. Menjalin kemitraan seluas–luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama–
sama mewujudkan keberdayaaan dan kemandirian masyarakat .  
c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, 
pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. 
4. Strategi Operasional  
a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, 
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lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli 
lainnya secara sinergi.  
b. Menguatkan peran pemerintah kota atau kabupaten sebagai pengelola 
program–program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.  
c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan 
akuntabel.  
d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan 
secara terpadu ditingkat komunitas.  
e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dimasyarakat dalam memahami  
kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang 
dihadapinya.  
f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis 
serta berkelanjutan. 
5. Prinsip Dasar PNPM Mandiri  
PNPM Mandiri menekankan prinsip –prinsip dasar berikut ini :  
· Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri 
senantiasa bertumpu pada meningkatan harkat dan martabat manusia 
seutuhnya. 
· Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki 
kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan 
mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 
· Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral 
dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat 
sesuai dengan kapasitasnya. 
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· Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan 
mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan 
kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 
· Partispasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan 
keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan 
pembangunan. 
· Kesetaraan dan keadilan gender. Laki laki dan perempuan mempunyai 
kesetaraan dalam peranannya di setiap tahap pembangunan dan dalam 
menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 
· Demokratis. Setia pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan 
masyarakat miskin. 
· Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang 
memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan 
sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat 
dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun 
administratif. 
· Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan 
kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara 
optimal berbagai sumber daya yang terbatas. 
· Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan 
kemiskinan didorong untuk mewujudkan hubungan yang sinergi antar 
pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 
· Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa 
depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
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· Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan 
PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah 
dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 
Strategi operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahapan sebagai berikut :  
1.  Pembelajaran      
Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, 
pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan 
pelaku pembangunan mulai dari kecamatan hingga  desa atau kelurahan 
mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan 
pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri. Bagi pemerintah, 
tahap pembelajaran ditujukan sebagai wahana pembelajaran dalam 
penerapan pengelolaan pembangunan partisipatif  dan penerapan model 
kerjasma antara pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten atau kota 
dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan pogram. 
Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, tergantung 
kepada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya. 
Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada tahap ini 
adalah  
a. Bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak proses 
pemberdayaan masyarakat dibandingkan pada tahap lainnya. Keberadaan 
bantuan pendanaan merupakan media untuk meyakinkan kepada 
masyarakat bahwa mereka mampu menyusun perencanaan dan 
pelaksanaan serta melaksanakan pembangunan bagi masyarakat dan 
daerahnya sendiri. 
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b. Disediakan bantuan pendanaan dan pendampingan secara khusus 
terhadap perempuan, atau kelompok lain yang terpinggirkan (minimal 30 
% dari alokasi bantuan langsung masyarakat). 
c. Peran pendamping (fasilitator/konsultan) dalam rangka memfasilitasi 
proses pelaksanaan PNPM Mandiri masih sangat dominan.  
d. Rasa kepemilikan program dari masyarakat, lembaga sosial dan 
pemerintah desa dan daerah belum cukup kuat dan masih sangat 
bergantung kepada fasilitator dan konsultan. 
e. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada konsultan, 
fasilitator dan konsultan secara taktis dan sistematis harus memberikan 
kepercayaan kepada pelaku pembangunan ditingkat lokal untuk 
memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri . 
f. Proses perencanaan partisipasif belum terintegrasi dengan sistem 
perencanaan pembangunan regular.  
2. Kemandirian  
Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap 
interalisasi. Lokasi–lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan 
melalui proses pemberdayaan akan melalui proses berikut :  
1. Pelembagaan pengelolaan pembangunan pertisipatif didesa atau 
kelurahan dan kecamatan . 
2. Pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat 
untuk melayani masyarakat miskin.  
3.  Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam 
pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan tahap 
kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Hal yang 
perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah :  
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a. Bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan sehingga dana dari 
swadaya maupun sumber lainnya merupakan faktor penggerak 
pembangunan masyarakat dan daerahnya. 
b. Fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri lebih banyak dilakukan oleh 
pelaku pembangunan lokal dari masyarakat itu sendiri . 
c. Rasa kepemilikan program dari masyarakat dan pemerintah daerah 
sudah cukup kuat sehingga peran fasilitator lebih difokuskan ada 
peningkatan fasilitas masyarakat pelaku pembangunan lokal dan 
perangkat pemerintah daerah. 
d. Masyarakat pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator sudah 
merupakan mitra sejajar. 
e. Proses perencanaan partsipatif telah terintegrasi kedalam sistem 
perencanaan pembangunan reguler.  
3. Keberlanjutan 
Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar 
mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. 
Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Pada tahap 
keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan 
yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
pembangunan, mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu 
mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka 
meningkatkan kesejahterannya.  
Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan 
keberlanjutan ini adalah :  
a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama sebagai penggerak proses 
pembangunan.  
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b. Perencanaan secara partisipasif, terbuka dan demokratis sudah menjadi 
kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan 
dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak 
untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan 
proses pembangunan.  
c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam 
upaya menyejahterakan masyarakat, antara lain dengan menyediakan 
dana dan pendamping.  
d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau 
pemerintah daerah atau sesuai keahlian yang dibutuhkan .   
e. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk mengambil 
bagian dalam mensukseskan program ini. 









Program PNPM-MP merupakan program pemerintah yang secara subtansi 
berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan 
masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah 
dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “Gerakan kemandirian 
dan pembangunan berkelanjutan “, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-
PNPM-MP 
BKM 
UPS UPK UPL 
KSM 
Perencanaan Pelaksanaan Pemanfaatan 
Partisipasi Perempuan 
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prinsip universal. Usaha PNPM-MP diwujudkan melalui implementasi program 
yang dikenal dengan konsep TRIDAYA, Kemampuan daya ekonomi (unit pengelola 
ekonomi), daya sosial (unit pengelola sosial), daya lingkungan (unit pengelola 
lingkungan). Dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
perempuan dalam PNPM-MP khususnya dalam kegiatan Lingkungan di RT 01 dan 
RT 02 RW IV Kelurahan Bulakan. 
Partisipasi perempuan dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Dapat 
dilihat dari sejauh mana mereka berpartisipasi dalam program tersebut. Penelitian 
ini melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam program PNPM-MP khususnya 
dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan 
program, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil program. 
2. Kerangka Pemikiran Penulis 
Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan ini 
menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu syarat menuju 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) development,). Pernberdayaan 
dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat 
miskin yang mandiri agar dapat mengatasi kemiskinannya,secara lingkungan salah 
satunya dengan cara pembangunan betonisasi jalan bagi masyarakat miskin. 
Dalam PNPM-MP pengelolaan seluruh kegiatan baik pembangunan 
betonisasi jalan melalui kegiatan lingkungan, bantuan sosial maupun pembangunan 
dasar lingkungan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan semuanya dilakukan dengan 
pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut adanya 
partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaannya. 
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Dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP dalam 
pemberian dana bergulir di Desa Bulakan, meliputi pengembangan institusi lokal 
dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Adapun pengembaagan 
institusi lokal disini meliputi pembentukan BKM (Badan Keswadayaan 
Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sedangkan kegiatan-
kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu pendampingan fasilitator kelurahan 
(faskel) dalam penyusunan rencana kegiatan BKM dan permasalahan yang 
dihadapi, penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan 
KSM dan permasalahan yang dihadapi, sosialisasi pengorganisasian masyarakat 
untuk pembentukan KSM dan permasalahan yang dihadapi serta kegiatan pelatihan, 
yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penciptaan peluang usaha baru dan 
peluang pembangunan secara lingkungan. 
Dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP ini, 
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pembentukan institusi lokal yaitu 
BKM dan KSM ini juga dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri, sehingga dengan 
begitu akan timbul sikap kemandirian dan kesatuan rasa kebersamaan kelompok. 
Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasil dari pelaksanaan program 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk memperjelas alur pikir, 
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I. METODE PENELITIAN 
1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu penelitian yang berakar pada kata ilmiah sebagai keutuhan manusia 
sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisa 
data secara kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil (Moleong, 
1991:4-8)  
2. Lokasi penelitian 
UPL (Unit Pengelola 
Lingkungan) 
Partisipasi  Perempuan 
- Perencanaan dalam 
penyusunan rencana dan 
identifikasi masalah 
- Pendampingan dalam 
penyusunan rencana 
pembuatan proposal 


















Unit kegiatan ( 
Betonisasi Jalan ) 
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Penelitian ini dilakukan di RT 01 dan RT 02 RW IV Kelurahan Bulakan, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut : 
a. Kelurahan Bulakan  merupakan salah satu kelurahan yang  merupakan 
pelaksana PNPM-MP. Dipandang representatif mewakili daerah lain yang 
juga melaksanakan PNPM- MP. Didaerah ini telah berjalan program PNPM-
MP selama dua kali. 
b. Penerima manfaat dalam kegiatan lingkungan minimal dapat dimanfaatkan 
oleh 70 % dari KK miskin di Kelurahan Bulakan. 
c. Lokasi penelitian letaknya terjangkau oleh kemampuan peneliti. 
3. Sumber Data 
         Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada : 
a.   Data primer 
          Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi 
yang diberikan oleh informan. Mereka diwawancarai untuk mencari 
informasi tentang partisipasi perempuan dalam pelaksanaaan program. 
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari perempuan  dalam kegiatan 
lingkungan  dalam pelaksanaan progam PNPM-MP didesa Bulakan 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.  
b.  Data sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan 
melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini 
berasal dari buku-buku, arsip serta dokumen yang berhubungan dengan 
penelitian. Dokumen tersebut adalah data monografis dan geografis desa 
Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.  
4. Populasi dan Sampel 
 lviii
         a.   Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang ikut 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan dikelurahan Bulakan. 
Sedangkan dalam memilih responden agar representatif  peneliti 
membaginya dalam beberapa karakteristik dan sebanyak 12 orang 
perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan betonisasi jalan adalah 
sebagai berikut : 
1.  Berdasarkan tingkat pendidikan (SD/SMP,SMA,  Sarjana ) 
2. Berdasarkan umur {tua (56-70 tahun keatas)/muda ( 20-56 tahun)} 
3. Berdasarkan mata pencaharian (Buruh, IRT, PNS dan Wiraswasta) 
b.  Sampel  
Sampel yang diambil dari populasi dalam penelitian ini bukan sesuatu 
yang mutlak artinya sampel yang akan diambil menyesuaikan dengan 
kebutuhan dilapangan. Dalam penelitian kualitatif ini sampel berfungsi 
untuk menggali beragam informasi dan menemukan sejauh mungkin 
informasi penting. Dalam memilih sampel yang lebih utama adalah 
bagaimana menentukan sampel sevariatif mungkin berikutnya dapat dipilih 
untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dulu sehingga 
dapat dpertentangkan. 
c.    Teknik Pengambilan Sampel 
Purpuse sampling atau sampling yang bertujuan dan maximum 
variation sampling. Purpose sampling berguna mendapatkan responden yang 
tepat, menguasai permasalahan penelitian (Slamet, 2006 : 63).  Sedangkan 
maximum variation sampling berguna memilih informan yang memberi 
keragaman maximum untuk mendapatkan informasi yang unik dalam 
penelitian ini diambil responden sebanyak 12 orang yang terdiri dari 
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perempuan yang mengikuti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfataan 
kegiatan lingkungan betonisasi jalan serta diambil 5 informan yang masing-
masing adalah senior fasilitator dan fasilitator yang mendampingi 
pelaksanaan program di Kelurahan Bulakan. Adapun matrik pengambilan 
sampel adalah sebagai berikut : 
 
 
                                                   
                                               Matrik.1  
            Pengambilan Sampel Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 Tdk sekolah SD SMP SMU Perguruan 
Tinggi  
Laki-laki      -    -    -    -        - 
Perempuan     - 3 3 3        3 
 
                                                      
                                            Matrik. 2  
                      Pengambilan Sampel Berdasarkan Tingkat Usia 
 Tua (56-70 tahun) 
Non Produktif 
Muda ( 20-56 tahun) 
Produktif 
Laki-laki       -             - 
Perempuan      3            3 
 
                                                 
                                            Matrik. 3 
             Pengambilan Sampel Berdasarkan Mata Pencaharian 
 Buruh IRT PNS Wiraswasta 
Laki-laki     
Perempuan   3  3  3      3 
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Informan yang digunakan dalam validitas data adalah Fasilitator,  dan senior 
fasilitator yang mendampingi, mengawasi serta megevaluasi program pelaksanaan 




5.  Teknik pengumpulan data 
Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang 
dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
      a.  Wawancara  
Wawancara ini dilakukan dengan struktur yang ketat, namun dengan 
pertanyaan yang semakin memfokus sehingga informasi yang dikumpulkan 
cukup mendalam. Kelonggaran cara ini akan mampu mengorek kejujuran 
informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang 
bersangkutan dengan perasaan, sikap, pandangan dan perbuatan mereka. Yaitu 
perempuan yang berpartisipasi  serta ikut andil dalam kegiatan lingkungan di 
Kelurahan Bulakan. 
b.  Observasi Partisipasi 
Observasi dilakukan dengan jalan formal maupun non formal. Metode ini 
mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin 
pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi dilaksanakan 
pada saat pertemuan yang diadakan oleh masyarakat setempat serta pertemuan 
kelompok Unit pengelola lingkungan ( UPL ). 
c.  Mencatat Dokumen 
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Adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara 
mempelajari dokumen, laporan pelaksanaan UPL, data demografi penduduk dan 
sebagainya. Dokumen yang diperoleh adalah data penduduk Kelurahan Bulakan 
serta laporan pembukuan pelaksanaan UPL. 
6.   Analisis data 
Dalam penelitian ini proses analisis datanya menggunakan model analisis 
interaktif (interactive model analysis). Ada tiga komponen pokok yang terdapat 
dalam model analisis interaktif, yaitu : 
a.   Data Reduction (reduksi data) 
Merupakan sajian dari analisis, yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b.   Data Display (sajian data) 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti 
akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 
pada analisis ataupun tindakan lain yang berdasarkan pengertian tersebut. 
c.  Conclusing Drawing (kesimpulan) 
Merupakan kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang ada dalam 
reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya 
supaya kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan sahih. Proses analisis 
penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang terkumpul. Setelah 
data direduksi, kemudian melakukan penyajian data yang dirakit dalam suatu 
organisasi data. Selanjutnya data tersaji itu dianalisis untuk memperoleh 
jawaban atau kesimpulan penelitian. Untuk memperjelas uraian di atas perlu 
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disimak skema analisis interaktif menurut pendapat H.B.Sutopo, yaitu sebagai 
berikut: 
 








(Sumber : Sutopo , 2002. 96) 
2. Validitas data 
Dalam menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, 
maka untuk menjamin validitas data akan dilakukan dengan cara yang disebut 
“trianggulasi sumber”. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
menggunakan berbagai sumber yang berbeda dan tersedia. Oleh karena itu data 
yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. 

















                                                      BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A.  Deskripsi Lokasi Desa Bulakan 
1. Lokasi Penelitian 
 Deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran lengkap yang berisi 
paparan tentang lokasi penelitian dan lingkungannya. Gambaran penelitian ini 
terbagi beberapa bagian yang dimulai tentang kondisi geografis dan demografi, 
karakteristik masyarakat, pemerintah dan organisasi masyarakat.  Kelurahan 
Bulakan secara administratif terbagi atas 10 RW, 32 RT dan 17 Dusun.  
2. Batas Wilayah 
Kelurahan Bulakan merupakan salah satu Desa atau Kelurahan diwilayah 
Kecamatan Bulakan kabupaten Sukoharjo. Desa Bulakan berbatasan dengan 
beberapa Desa atau Kelurahan lainnya. Desa Bulakan terletak di Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Batas-batas desa yaitu : 
a. Sebelah Timur   : Kelurahan Kriwen  
b. Sebelah Barat    : Berbatasan langsung dengan Kelurahan Serenan  
c. Sebelah Utara   : Kelurahan Dukuh 




3. Luas Wilayah 
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Luas wilayah sekitar 3018195 Ha. Dimana wilayah tersebut terbagi kedalam 
perkampungan, irigasi teknis, sawah tadah hujan, tegalan/perkebunan. Adapun tata 
guna lahan di Kelurahan Bulakan dapat disimak sebagai berikut : 
Tabel. 3 
Sarana lingkungan di Kelurahan Bulakan 
No. Penggunaan tanah Luas (Ha) /  jumlah 
1. Jalan  34.000 m 
2. MCK umum  2 buah 
3. Jembatan 4 buah  
4. Kondisi  masih tanah 15.000 m 
5. Kondisi makadam  9.000 m 
6. Kondisi perlu Rehap 24.000 m 
7.  Kondisi baik  10.000 m 
           Sumber : Monografi Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
Dari tabel diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa penggunaan lahan 
untuk jalan di Kelurahan Bulakan seluas 34.000 m dan terdiri dari jalan yang 
masih tanah 15.000 m sedangkan yang sudah di makadam sekitar 9.000 m dan 
kondisi yang perlu dilakukan rehap sekitar 24.000 m, sedangkan kondisi jalan 
yang dikategorikan baik hanya seluas 10.000 m. Hal ini menandakan bahwa 
kondisi jalan yang berada kelurahan Bulakan merupakan jalan  seharusnya perlu 
dilakakan perbaikan atau pembangunan. Sesuai dengan kemampuan masyarakat 
desa bulakan, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan program PNPM-MP 
yang dibantu dengan pemerintah desa dan swadaya masyarakat sendiridan 
dilakukan dengan gotong royong.  
B.    KEADAAN PENDUDUK BULAKAN 
  1.   Jumlah Penduduk 
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Dilihat dari modal dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar 
merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi kelancaran 
pembangunan sebuah masyarakat desa/kelurahan. Pertambahan penduduk disatu 
pihak sebagai tambahan bagi suplai tenaga kerja berhadapan dengan terbatasnya 
tanah dan kesempatan kerja di sektor pertanian telah menyebabkan meningkatnya 
tekanan tenaga kerja atas tanah dan menimbulkan permasalahan dalam hal 
fenomena ketenagakerjaan dan pendapatan penduduk kelurahan Bulakan. Menurut 
data Monografi Bulan Februari 2008 disebutkan bahwa  jumlah penduduk  7.002 
orang dengan kepala keluarga  1.565 KK, jumlah penduduk laki-laki 3.503 jiwa 
dan penduduk perempuan 3.449 jiwa dan warga miskin laki-laki 1146 jiwa 
sedangkan perempuan 1222 jiwa, sedangkan balita 874 jiwa.                
2.   Mata  Pencaharian Penduduk 
Untuk mengetahui dengan jelas keadaan penduduk Kelurahan Bulakan  





Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
Desa Bulakan Bulan Februari 2010 
No. Jenis pekerjaan Jumlah (orang) Persen (%) 
1. Petani sendiri 442 orang 0,84 
2. Buruh Tani 1810 orang 3,28 
3. Nelayan - - 
4. Wiraswasta 367 orang 1,68 
5. Karyawan Swasta 108 orang 29,05 
6. Buruh bangunan 665 orang 3,87 
7. Pedagang 871 orang 5,07 
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9.  TNI/POLISI 1 orang 11,46 
10. Pensiunan 15 orang 5,20 
11. Lain-lain 339 orang 39,21 
Jumlah  100 
         Sumber data : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
 
Dengan memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian 
penduduk kelurahan Bulakan  dapat dikatakan Homogen, karena penduduk 
Kelurahan Bulakan terpaku pada salah satu mata pencaharian saja. Hanya saja 
Petani dan buruh tani merupakan dua jenis mata pencaharian yang mendominasi 
penduduk kelurahan Bulakan yang utama, disamping itu ada beberapa jenis mata 
pencaharian lain seperti di bidang pedagang, Wiraswasta, karyawan  pabrik, 
pegawai negeri sipil dan sebagainya, meskipun jumlahnya sangat sedikit. 
Hal terlihat sangat mengejutkan adalah mata pencaharian lain-lain yang 
cukup signifikan mampu menampung mayoritas luberan ketenagakerjaan di 
kelurahan Bulakan. Tabel diatas memperlihatkan, dimana mata pencaharian lain-
lain tersebut mampu menyedot 339 jiwa. Ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak 
terkait di Kantor Kelurahan sektor ketenagakerjaan apa saja termasuk ke dalam 
sektor lain-lain tersebut, diperoleh jawaban bahwa sektor-sektor lain tersebut 
adalah terdiri dari sektor informal, jasa, dan kerjo boro atau menjadi migran non 
permanen di daerah lain. 
Tapi ada indikasi bahwa sektor lain-lain juga termasuk angkatan kerja yang 
masih duduk dibangku sekolah mengingat standar usia yang dipakai dalam 
monografi ini memakai standar usia diatas sepuluh tahun (10 tahun ke atas). Atau 
bisa mereka yang masih menganggur terutama adalah angkatan kerja yang 
berpendidikan relatif tinggi. Golongan ini nampaknya masih menunggu 
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan standar yang selama 
ini mereka alami. 
 lxvii
4.   Tingkat Pendidikan Penduduk 
Sedangkan distribusi penduduk Kelurahan Bulakan menurut tingkat 











Komposisi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan  
Desa Bulakan Bulan Juni 2010 
No. Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. Perguruan tinggi D3/ S1 91 orang 
2. Perguruan tinggi S2              1 
3. Tamatan SLTA 909 orang 
4. Tamatan SLTP 1192orang 
5. Tamatan SD 1657 orang 
6. Tidak tamat SD 326 orang 
7. Belum tamat SD - 
8 Buta huruf 326 
                Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan 
penduduk Kelurahan Bulakan tergolong masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat 
dari jumlah lulusan Akademi dan Perguruan Tinggi yang berjumlah 91 orang, dan 
jenjang S2 satu orang hal ini memberikan indikasi yang kurang positif bagi 
pelaksanaan PNPM-MP Dikelurahan Bulakan karena bisa dikatakan mempunyai 
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sumber daya manusia yang kurang mumpuni, namun meskipun tingkat pendidikan 
yang masih sangat kurang, masyarakat Kelurahan Bulakan menyambut program 
PNPM-MP dengan positif dan antusias hal ini sangat baik sekali dalam 





C.  SARANA DAN PRASARANA 
1. Sarana Sosial Budaya 
 a.   Jumlah Sarana Pendidikan 
Jumlah sarana pendidikan yang ada dalam satu daerah dapat dijadikan salah 
satu tolak ukur kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, sarana pendidikan 
tersebut tentunya merupakan tuntutan kebutuhan serta kesadaran akan pentingnya 
faktor pendidikan bagi warganya namun meskipun sarana dan prasarana pendidikan 
yang masih relatif kurang masyarakat Kelurahan Bulakan dapat menuntut ilmu dan 
bersekolah dikota-kota besar yang terdekat yang sesuai yang diinginkan. Untuk 
mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada dikelurahan Bulakan  dapat kita 
lihat dibawah ini : 
Tabel. 6 
Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kelurahan Bulakan 
No. Pendidikan umum Gedung 
1. TK 4 
2. SD 3 
3. SLTP 1 
 lxix
4. SLTA - 
5. Perguruan Tinggi - 
6. Madarasah 1 
Jumlah 9 
         Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
 
Untuk sarana pendidikan TK, SD, SLTP, madarasah, jumlah tersebut sudah 
cukup memadai bagi masyarakat Bulakan. Namun untuk sarana pendidikan SLTA 
dan Perguruan Tinggi di Kelurahan Bulakan tidak memilikinya. Sehingga bagi 
masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke SLTA harus ke pusat Kota. 
Dengan demikian untuk sarana dan prasarana pendidikan seharusnya dibangunya 
SLTA agar masyarakat Bulakan dapat lebih memenuhi kebutuhannya di sektor 
pendidikan, dan dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi dipusat-pusat kota yang 
terdekat. 
b.  Jumlah Sarana Tempat Ibadah 
Tabel. 7 
Sarana Peribadatan Desa Bulakan 
No. Tempat Ibadah Jumlah 
1. Masjid 12 
2. Gereja 1 
3. Pura - 
4. Pesantren - 
5. Vihara - 
6. Mushola - 
Jumlah 13 
     Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
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Seperti telah diketahui bahwa jumlah penduduk kelurahan Bulakan yang 
memeluk agama islam merupakan jumlah pemeluk yang terbesar di kelurahan 
tersebut. Untuk itu sarana peribadatan yang berupa masjid jumlahnya cukup banyak. 
Hal ini dimungkinkan untuk menampung jamaahnya cukup besar tersebut. 
Sedangkan tempat peribadatan lain seperti Gereja, dll jumlahnya sedikit, bahkan 
tidak ada hal ini sesuai dengan banyaknya pemeluk agama tersebut. Meskipun 
demikian penduduk di kelurahan Bulakan sangat religius dan bertoleransi dengan 
agama satu dengan yang  lain sehingga tidak adanya konflik agama yang terjadi. 
Adapun sarana prsarana ekonomi yang berada di Kelurahan Bulakan yang 
tergambar pada tabel yaitu sebagai berikut : 
Tabel. 8 
Sarana Prasarana Ekonomi Desa Bulakan 
No. Jenis prasarana ekonomi Jumlah 
1. Warung kecil 10 Buah 
2. Toko / Ruko 46 Buah 
3. Pasar 1 Buah 
4. Mini market - 
5. Bengkel 10 Buah 
6. Koperasi Simpan Pinjam 2 Buah 
7. Bank  1 Buah 
8. Industri kecil Rumah Tangga 502 Buah 
         Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
Untuk sarana prasarana ekonomi seperti adanya Warung kecil, Toko/ruko, 
Pasar, Bengkel, Koperasi Simpan Pinjam, Bank dan industri rumahan jumlah 
tersebut membuktikan bahwa kegiatan perekonomian yang dilakukan  oleh 
masyarakat Bulakan sangat berjalan dengan baik. Namun untuk kemajuan dalam 
bidang perekonomian harus membutuhkan modal sangat banyak dan pinjaman yang 
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lunak bagi masyarakat di kelurahan Bulakan agar seperti industri kecil Rumahan 
dapat berkembang lebih maju dan dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. 
Hal ini adalah tugas pemerintah yang terkait yang harus lebih sensitif dan 
memperhatikan masyarakatnya dalam bidang ekonomi.  
c.  Karakteristik masyarakat 
Berkaitan dengan keadaan sosial budaya masyarakat di wilayah Kelurahan 
Bulakan mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik masyarakat yang 
terbentuk disebabkan karena lokasi Kelurahan tersebut. Karakteristik masyarakat 
dapat mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakatnya. Kelurahan ini memiliki 
karakteristik masyarakat yang tata kehidupannya adalah pola kehidupan pedesaan 
dengan masyarakat yang homogen. Bisa dilihat dari data-data monografi diatas. 
Kehidupan masyarakatnya lebih cenderung bersifat bergotong royong, sehingga 
masyarakatnya cenderung lebih memperhatikan prinsip gotong royong serta prinsip 
kemasyarakatan. 
d.   Sistem pemerintahan dan organisasi 
          Organisasi yang ada dalam pemerintahan itu adalah sebagai berikut : 
           Organisasi/lembaga formal 
           Organisasi meliputi : 
- Pemerintah desa 
            - BPD 
            - LPMD 
            - PKK 
            - LPP 
            - Satgas Limas 
           Organisasi/lembaga formal 
           Organisasi tesebut meliputi : 
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- Kelompok pengajian. 
- Paguyuban di tingkat RT maupun RW 
- Perkumpulan olah raga 
e.   Kondisi Kemiskinan Di Kelurahan Bulakan 
 Penyebab kemiskinan di Kelurahan Bulakan dikelompokkan dalam tiga 
kategori, sebagai berikut  Buku Laporan PJM pronangkis Desa Bulakan tahun 
2009-2010) menyatakan bahwa : 
1.  Permasalahan bidang sosial 
      2.  Bidang kesehatan 
a. Masih terdapatnya balita yang bergizi buruk 
b. Tingkat kesehatan ibu hamil yang masih rendah. 
c. Adanya warga yang mengidap penyakit berpotensi menular. 
Hal ini disebabkan karena : 
a.   Kurangnya kesadaran warga untuk hidup sehat dengan pola hidup yang 
kurang baik (kebersihan rumah, lingkungan dan pola-pola hidup seperti 
makan, minum, mandi, cuci dan membuang hajat di Sungai. 
b.   Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan terutama masalah 
kesehatan. 
c.   Rendahnya tingkat penghasilan keluarga. 
d.  Tata ruang wilayah yang belum tertata dengan baik pada beberapa 
wilayah kebayanan seperti belum adanya tempat pembuangan sampah, 
WC umum, saluran pembungan limbah rumah tangga, jalan yang masih 
rusak dan belum di bangun dengan baik. 
f.    Sarana Kesahatan di Kelurahan Bulakan 
 
                                               Tabel. 9 
Sarana Kesehatan  Desa Bulakan 
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No. Tempat Ibadah Jumlah 
1. Puskesmas - 
2. Posyandu 11 
3. Puskesmas Pembantu 1 
4. Dokter Praktek 1 
5. Bidan Praktek 2 
6. Apotik 1 
7. Poliklinik 1 
8. Pengobatan Alternatif - 
         Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2008 
      Bidang pendidikan 
a.  Masih terdapatnya anak sekolah yang rawan drop out karena masyarakat kurang 
memperhatikan pentingnya masalah kesehatan dan pendidikan anak. 
 b.    Permasalahan bidang ekonomi 
Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan  Bulakan sehingga tidak mampu 
meningkatkan pendapatannya adalah kurangnya modal usaha. 
 c.    Permasalahan bidang lingkungan 
  1. Banyaknya jalan yang rusak 
  2. Saluran pembuangan air yang kurang berfungsi dengan baik. 
  3. Masih terdapatnya rumah warga yang kurang layak huni. 
Berikut ini dapat dicermati dengan jelas gambaran Kemiskinan di Kelurahan 
Bulakan. 
Tabel. 10 
Penerima Bantuan PNPM-MP Kelurahan Bulakan 
No. Masalah Jumlah 
1. Kesehatan ibu hamil 67 orang 
2. Balita kurang gizi 176 orang 
3. Ekonomi kecil 50 orang 
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4. Orang jompo 49 orang 
5. Penyakit menular 85 orang 
Jumlah 427 orang 
         Sumber data : Monografi Dinamis Kelurahan BulakanBulan Februari 2008 
 
 D.  DESKRIPSI LOKASI RW 04 
Adapun jumlah penduduk RW 04 seluruhnya adalah 638 orang, dengan 
jumlah  318 untuk perempuan dan 320 untuk laki-laki. Adapun yang menjadi obyek 
penelitian ini adalah memfokuskan di wilayah RW 04.  
    1.  Komposisi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin 
Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin ini dapat 
dipergunakan untuk mengetahui jumlah penduduk produktif, non produktif dan 
belum produktif. Dan juga dapat menjadi petunjuk bagi kemungkinan 
perkembangan penduduk dimasa yang akan datang. Komposisi penduduk kelurahan 





Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis kelamin di RW 
1V 
No. Umur Jumlah 
1. 0-4 12 orang 
2. 5-9 19 orang 
3. 10-14 44 orang 
4. 15-19 46 orang 
5. 20-24 61 orang 
6. 25-29 119 orang 
7. 30-35 126 orang 
8. 40-49 125 orang 
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9 50-59 52 orang 
10 60+ 34 orang 
Jumlah 638 orang 
  Sumber : Data Dinamis RW 04  Bulan Februari Tahun 2008 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif (15-59) tahun 
sebesar 529 jiwa, sedangkan untuk usia Belum produktif (0-14) tahun sebesar 75 
jiwa. Sedangkan untuk usia tidak produktif (60+) tahun sebesar 34 jiwa. Dalam 
penelitian ini memfokuskan pada bentuk partisipasi perempuan dalam PNPM-MP. 







                                               Tabel 12 
Komposisi Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur RW 04 
No. Kelompok umur (tahun) Jumlah 
1. 0-4 1 Orang 
2. 5-9 7 Orang 
3. 10-14 28 Orang 
4. 15-19 20 Orang 
5. 20-24 31 Orang 
6. 25-29 62 Orang 
7. 30-35 61 Orang 
8. 40-49 65 Orang 
9. 50-59 20 Orang 
10. 60+ 23 Orang 
 Jumlah 318 Orang 
            Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Februari 2008 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif (15-59) tahun 
sebesar 259 jiwa, sedangkan untuk usia Belum produktif (0-14) tahun sebesar 36 
jiwa. Sedangkan untuk usia tidak produktif (60+) tahun sebesar 23 jiwa. 
       2.  Mata Pencaharian Perempuan 
      Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan perempuan di RW 







Komposisi Penduduk (perempuan ) Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
No. Jenis pekerjaan 
Wilayah 
RW 04 (Orang) 
1. Petani sendiri 13 
2. Buruh tani 16 
3. Nelayan - 
4. Pengusaha - 
5. Buruh industri 127 
6. Buruh bangunan - 
7. Pedagang 56 
8. Pengangkutan - 
9. Pegawai negeri (sipil/ABRI)  1 
10. Pensiunan - 
11. Lain-lain 105 
 Jumlah 318 
         Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Februari  2008 
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Dari data diatas bisa dikatakan bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat 
khususnya perempuan RW 04 adalah bekerja disektor swasta. Terutama bekerja 
disektor buruh pabrik, dan pedagang juga lumayan banyak serta para petani dan 
buruh tani yang menempati  peringkat ketiga. Jenis pekerjaan memiliki pengaruh 
terhadap tingkat pendidikan masyarakat.  
3.   Komposisi penduduk (perempuan) berdasarkan tingkat pendidikan 
Sedangkan distribusi penduduk RW 04 menurut tingkat pendidikan adalah 




Komposisi Penduduk (perempuan) Berdasarkan Tingkat PendidikanRW 04 
No. Jenjang pendidikan 
JUMLAH 
RW 04 (orang ) 
1. Tamat akademi - 
2. Perguruan tinggi 1 
3. Tamatan SLTA 62 
4. Tamatan SLTP 48 
5. Tamatan SD 110 
6. Tidak tamat SD 74 
7. Belum tamat SD 23 
 Jumlah 318 
         Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Januari 2008 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan 
penduduk RW IV Kelurahan Bulakan tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari 
jumlah lulusan SD yang berjumlah 110 Orang dan belum tamat SD 23 orang. 
  4.    Karakteristik masyarakat 
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 Masyarakat RW IV  merupakan salah satu masyarakat yang sistem 
pemerintahnya dikategorikan sebagai lingkungan Dusun. Hampir seluruh 
masyarakat bekerja di sektor swasta. Perempuan mendominasi pada sektor swasta. 
Hal ini bisa dilihat dari data mata pencaharian penduduk, bahwa yang mereka 
bekerja disektor non swasta  hanya 2 orang. Rata-rata perempuan di wilayah ini juga 
bekerja disektor tersebut. Hal ini dilakukan karena tingkat ekonomi keluarga cukup 
rendah. Meskipun demikian Jiwa kegotong-royongan masyarakat wilayah ini sangat 
kuat, struktur pemerintahan yang kuat serta penataan wilayah yang rapi. Hal ini bisa 
terlihat dari berjalannya PNPM-MP secara sistematis di wilayah ini. 
E.  DESKRIPSI PROGRAM 
Pelaksanaan Kegiatan betonisasi jalan merupakan merupakan bagian dari 
Konsep Tri Daya antara lain kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang 
dikembangkan dalam PNPM-MP. Upaya ini dimaksudkan untuk menyerasikan 
kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan 
pemberdayaan masyarakat miskin perlu mendapatkan porsi khusus termasuk upaya 
untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk 
peningkatan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik 
dan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan merupakan bagian dari 
kegiatan lingkungan dana bergulir, yang dikelola oleh  Unit Pengelola Lingkungan  
(UPL) tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus 
mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. 
Untuk itu, UPL diperkenankan dan diharapkan memperkuat kapasitas pelayanan 
kepada orang miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi yang tepat bagi 
masyarakat miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi pelayanan dana 






F. Implementasi Konsep Kegiatan Lingkungan PNPM-MP 
Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangkaian kegiatan  
progam PNPM-MP ini dapat digambarkan secara nyata mengenai kegiatan 
lingkungan yang merupakan salah satu bagian dari konsep TRIDAYA Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut ini. 
Tujuan dari kegiatan lingkungan adalah : 
1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi kelompok miskin 
untuk mempermudah akses lingkungannya. 
2. Melakukan pembangunan infrastruktur dengan usia pemanfaatannya 
minimal 5 tahun dari pembuatannya dengan minimal 70 % pengguna atau 
pemanfaatnya adalah warga miskin. 
3. Membangun kesadaran bersama dalam masyarakat baik penerima manfaat 
secara langsung ataupun tidak untuk ikut serta berperan aktif dalam 
pengelolaan dan pengawasan pasca pembangunan sehingga terjaga 
keberadaannya. 
4. Agar terjadi proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam 
membangun lingkungan untuk mencapai kehidupan yang layak serta dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan upaya yang mendukung 
program penanggulangan kemiskinan. 
5. Menggerakkan swadaya masyarakat dan menumbuhkan kepedulian sosial 
dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 
dengan mensyaratkan 30% nilai swadaya untuk kegiatan lingkungan. 
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Adapun pada konsep TRIDAYA Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang telah 
terumuskan, pada tataran ini kita akan menyajikan khusus prinsip-prinsip indikator 
kinerja kegiatan lingkungan yang mengacu pada : 
1. Kelompok Sasaran 
Prioritas penerima manfaat kegiatan lingkungan adalah kelompok yang 
paling miskin dan paling rentan dengan acuan 70% pengguna atau pemanfaatnya 
harus masuk atau terdaftar dalam data PS-2 yang ada berdasarkan kesepakatan 
masyarakat. 
2. 20% lebih murah 
Program lingkungan yang dibangun masyarakat harus memperhatikan 
aspek selisih dana 20% yang lebih murah dibandingkan dengan pola 
pembangunan yang tidak berbasis masyarakat dan melibatkan swadaya 
masyarakat. 
3. Skala prioritas kegiatan atas kesepakatan masyarakat 
Kegiatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang disepakati 
bersama oleh masyarakat, misalnya dirumuskan bersama atas dasar tingkat 
pelayanan, tingkat kebutuhan, keterdesakan, kebutuhan yang prioritas, 
ketersediaan bahan baku atau sumber daya pendukung, adanya kemampuan 
untuk chanelling dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. 
4. Kualitas Pembangunan 
Program lingkungan yang ada sedapat mungkin dilaksanakan sesuai 
dengan aturan dan standart yang sudah dirumuskan, misalnya salah satu standart 
ukuran kualitas yang digunakan adalah umur bangunan minimal 5 tahun 
berjalan.  
5. Partisipasi dan kemitraan 
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Program lingkungan yang ada harus dapat menggerakkan potensi 
kapasitas swadaya masyarakat dan kemitraan dengan kelompok peduli untuk 
saling membantu dan berpartisipasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan 
diwilayahnya. Termasuk disyaratkan adanya partisipasi perempuan sebesar 40% 
dalam tiap tahapan pelaksanaan kegiatan lingkungan termasuk dalam 
keanggotaan KSM / Panitia  
6. Responsif gender  
Program lingkungan harus melibatkan minimal 40% dalam setiap tahapan 
pelaksanaannya dan juga memperhatikan keseimbangan, kesetaraan, dan 
keadilan bagi laki-laki dan perempuan baik sebagai pengelola atau panitia 
kegiatan dan tentunya sebagai penerima manfaat dari kegiatan lingkungan 
sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan atau kecemburuan sosial 
didalam masyarakat. 
7. Transparan 
Pengeloaan kegiatan lingkungan harus dilakukan secara transparan mulai 
dari tahapan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan 
evaluasi kegiatan terhadap jenis kegiatan ataupun besaran dana BLM dari 
kegiatan lingkungan harus diumumkan atau disebarluaskan kepada seluruh 
masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan informasi yang ada, seperti 
papan informasi, sosialisasi dalam pertemuan-pertemuan baik dari tingkat basis  
sampai dengan tingkat kelurahan dan media yang lain.  
8. Akuntabel 
Pengelolaan kegiatan lingkungan harus dapat dipertanggungjawabkan 
melalui laporan pertanggungjawaban (LJP kegiatan) atau laporan rutin yang oleh 
KSM, UPS, UPK, UPL dan BKM yang akan dilakukan audit setahun sekali 
melalui audit independen atau pemerikasaan yang lainnya. 
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Kelompok sasaran dari kegiatan lingkungan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah menitik beratkan pada : 
1. Prioritas penerima manfaat secara langsung dari kegiatan lingkungan adalah 
masyarakat miskin berdasarkan skala prioritas dan kriteria kemiskinan yang 
telah disepakati oleh warga masyarakat.  
2. Penerima manfaat dari kegiatan lingkungan tidak membedakan jenis kelamin 
bisa laki-laki ataupun perempuan dengan hak yang sama tanpa deskriminasi  
berdasarkan skala prioritas dan kriteria kemiskinan yang telah disepakati 
oleh warga masyarakat.  
3. Penerima manfaat kegiatan lingkungan adalah bisa dari kelompok produktif 
ataupun kelompok non produktif, dengan syarat bangunan tersebut 
digunakan oleh 70% warga miskin didaerah tersebut. 
4. Penerima manfaat dari kegiatan sosial bisa berupa kelompok masyarakat 
ataupun secara individu/perorangan. 
Sumber pendanaan kegiatan lingkungan adalah dari dana alokasi Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah dari 70% alokasi 
dana BLM PNPM-MP, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan 
swadaya masyarakat ataupun kelompok peduli dan kemampuan menggalang dana 
dari sumber lain serta diupayakan untuk dapat menjalin kemitraan atau chanelling 
dengan pihak lain untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
diwilayah tersebut. 
Pengelola kegiatan lingkungan adalah : 
1. Kegiatan lingkungan dilaksanakan oleh KSM panitia 
Setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 
KSM panitia kegiatan lingkungan tanpa membedakan status sosial, agama 
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dan jenis kelamin. Anggota KSM bisa saja berasal dari kelompok peduli 
(non miskin) atau bisa juga penerima manfaat secara langsung (berdasarkan 
data PS-2) sesuai dengan usulan masyarakat.  
2. Penanggung jawab kegiatan lingkungan adalah UPL 
Unit Pengelola Lingkungan yang merupakan kepanjangan tangan dari BKM 
ini tugasnya adalah memverifikasi usulan kegiatan sosial dari masyarakat 
ataupun dari KSM, melakukan percontohan pembuatan proposal dan LPJ 
kegiatan lingkungan, mengawal pelaksanaan kegiatan oleh KSM dan 
melakukan monitoring atau supervisi terhadap progres kegiatan yang 
dilakukan oleh KSM panitia dari kegiatan lingkungan. 
Secara periodik KSM panitia dari kegiatan lingkungan ini memberikan 
pelaporan keuangan maupun capaian kegiatan lingkungan kepada UPL yang 
kemudian diperiksa oleh BKM dengan kewajiban secara rutin melaksanakan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
3. Pendamping kegiatan lingkungan adalah Fasilitator Teknik/Infra 
Dalam setiap proses tahapan kegiatan lingkungan baik berupa, perencanaan 
kegiatan penentuan skala prioritas kegiatan, penyusunan proposal & 
penentuan lokasi kegiatan lingkungan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, 
penyusunan LPJ kegiatan, sampai dengan tahapan monitoring dan evaluasi 
Fasilitator Teknik/Infra bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program dan memandu serta mendampingi masyarakat dalam 
melakukan setiap mekanisme tahapan kegiatan. 
Pelaksanaan kegiatan lingkungan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perkotaan melibatkan 4 unsur utama : 
1. Pemerintah Desa/Kelurahan. 
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2. Masyarakat, melalui BKM dan KSM. 
3. Laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi sama dalam setiap tahapan 
pelaksanaan kegiatan lingkungan. 
4. Kelompok peduli (non miskin) beserta tokoh masyarakat 
Keempat unsur tersebut akan belajar saling mendukung dan bekerjasama 
dengan tujuan melaksanakan kegiatan lingkungan sebaik-baiknya karena pada 
hakekatnya keberdaaan program adalah bermanfaat bagi masyarakat miskin secara 
khusus dan masyarakat luas pada umumnya dalam upaya mendukung peningkatan 
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
Pengamanan lingkungan dan sosial dikenal dengan istilah safeguard yang 
merupakan salah satu langkah pengamanan dari dampak lingkungan dan sosial yang 
kemungkinan akan timbul akibat adanya pembangunan infrastruktur lingkungan, 
adapun pola pengamanan meliputi seluruh tahap pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Tahap Perencanaan 
Pada tahap perencanaan adalah dilakukan penyusunan proposal lingkungan 
yang harus memperhatikan aspek safeguard terkai dengan, 
Safeguard lingkungan : 
§ Fungsi dan lokasi pembangunan memiliki kesesuaian dengan tata ruang atau 
tata kota setempat. 
§ Memperhatikan kondisi alam sekitar seperti adanya garis sempadan panati 
dan sungai serta kemungkinan terjadi longsor, banjir, gempa bumi dan 
gunung meletus. 
Safeguard Sosial : 
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§ Adanya penyepakatan secara tertulis atas pola kontribusi lahan milik 
masyarakat pada lokasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah 
terjadinya permasalahan. 
§ Peran serta atau partisipasi kaum rentan dan penduduk asli dalam setiap 
tahapan proses kegiatan lingkungan harus terlibat dengan juga melibatkan 
kaum perempuan minimal 30% dari jumlah yang terlibat. 
2. Tahap Pelaksanaan Konstruksi 
Pada tahapan pelaksanaan pembangunan atau konstruksi sangat terkait 
dengan safeguard lingkungan, seperti : 
§ Pembangunan MCK harus memperhatikan peletakan saptictank dan 
pembuangan limbah cair rumah tangga yang berpengaruh terhadap 
kelestarian sumber-sumber air bersih / sumur baik individu ataupun 
komunal. 
§ Pada pembangunan yang memanfaatkan sumber air perlu memperhatikan 
kemungkinan terdapatnya logam-logam berat seperti merkuri/besi/mangan 
yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. 
§ Pengadaan atau penggunaan material kayu harus memiliki SKSHH/FAKO 
untuk jumlah minimal 3 kubik. 
§ Penggunaan batu hitam pada kegiatan lingkungan adalah sangat dianjurkan 
dalam pemenuhan standart kualitas bangunan, sehingga tidak dibenarkan 
menggunakan batu putih dengan alasan apapun. 
3. Tahap Pasca Konstruksi 
Pada tahapan pasca konstrusi lebih terkait dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, meliputi : 
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§ Menjaga dan memelihara hasil pembangunan dengan waktu pemanfaatan 
minimal 5 tahun berjalan. 
§ Menjaga dan memelihara sumber air terbebas dari pencemaran yang 
mungkin ditimbulkan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur. 
Daftar terlarang atau dikenal dengan istilah Negative List pada kegiatan 
lingkungan adalah merupakan suatu bentuk  penyaringan khusus yang dilakukan 
oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk 
mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang. 
Adapun hal-hal yang terkait dengan daftar terlarang atau Negative List ini 
diantaranya : 
§ Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes 
§ Perikanan 
§ Penggunaan atau produksi bahan yang mengandung pestisida dan CFC 
ataupun racun 
§ Produksi bahan yang mengandung tembakau 
§ Pemanfaatan bahan yang mengandung limbah yang berbahaya  
Pada setiap setiap kegiatan lingkungan, disyaratkan mengenai adanya papan 
proyek yang harus dimiliki dan terpasang pada setiap pembangunan infrastruktur 
pada kegiatan lingkungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan. Adapun informasi yang perlu tercantum dalam papan nama proyek 
adalah : 
1. Wilayah administratif kegiatan tersebut (Desa/Kelurahan, Kecamatan dan 
Kabupaten). 
2. Jenis dari kegiatan lingkungan. 
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3. Volume kegiatan 
4. Biaya atau rekepitulasi dana kegiatan 
5. Waktu pelaksanaan kegiatan (jangka waktu pelaksanaan) 
6. Lokasi kegiatan 
7. Panitia pelaksana / Nama KSM lingkungan pelaksana 
8. Penanggungjawab kegiatan / Nama BKM 
9. Nama Konsultan Management Wilayah 
Papan nama proyek harus terpasang sebelum pekerjaan lingkungan dimulai 
pada lokasi kegiatan yang telah direncanakan, batasan atau tenggat jangka waktu 
pemasangan adalah selama proyek berlangsung dan durasi waktu pemeliharaan 
pasca proyek yang disepakati. 
Penelitian ini mengambil lokasi Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo. Merupakan salah satu wilayah yang mendapat program 
bantuan BLM sejak tahun 2005 hingga sekarang. Keberlanjutan PNPM-MP sampai 
sekarang merupakan salah satu bukti keberhasilan PNPM yang dilaksanakan di 
Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.  P2KP tahun 
2006 sebesar 250.000.000,- Untuk PNPM-MP tahun 2008 mendapat bantuan 
sebesar Rp.200.000.000,00. Sedangkan untuk PNPM-MP tahun 2009 sebesar 
Rp.160.000.000,00. Jumlah penduduk Kelurahan Bulakan 6962 jiwa terdiri dari 
laki-laki 3473, dan perempuan 3489. Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan 
kegiatan lingkungan dikelurahan Bulakan sangat mendominasi. Dengan jumlah 
penduduk tersebut diatas diharapkan mampu menjadi sumber daya yang dapat 
mendukung dan bekerja sama secara terpadu, bertanggung jawab dalam proses 
PNPM-MP.  
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Adapun pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana 
bergulir tersebut  dalam pengelolaan kegiatan lingkungan adalah sebagai berikut:  
1. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai 
berikut : 
a. Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus harus telah 
mengkaji alternatif  desain lainya yang tepat untuk memperkecil dampak 
negatifnya. 
b. Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata ruang  ( TUTR 
) dan Rencana Detail Tata Ruang ( RTDR ) serta menghindari  kawasan 
lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, 
kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan 
lindung. 
c. Usulan yang membawa dampak negative terhadap lingkungan, harus 
dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan 
untuk mengurangi dampak negatifnya. 
2. Setiap proposal kegiatan program akan diperiksa dengan kriteria 
pemeriksaan lingkungan pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada 
sub-proyek  / proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara 
utuh. Pada pemeriksaan awal, tipe, proyek, sekala, lokasi, sensitifitas dan 
potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi 
untuk menetukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari empat 
kategori berikut ini : 
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a. Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan ( ANDAL ) 
secara menyeluruh yang untuk itu kantor Menteri Negara Lingkungan 
telah menetapakan kriterianya. 
                  b. Proposal yang membutuhkan UKL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan ) dan 
UPL ( Unit Pemantauan Lingkungan ) berdasarkan kajian yang terbatas 
dan sepesifik lokasi sub-proyek. Menteri PU telah menetapkan kriteria 
untuk ANDAL diharapakan tidak ada proposal. 
c. Usulan-Usulan yang cukup ditangani dengan prosedur Operasi Standar 
diamana praktek yang baik cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat 
Jendral Cipta Karya telah menetapkan pedoman  / prosedur Operasi 
Standart untuk kontruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan 
dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif  pengangkutan 
sampah dan sebagainya. Diharapkan sebagian proposal akan masuk 
kategori ini. 
d. Usulan-usulan yang tidak memerlukan study lingkungan, karena jenis 
kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan kontruksi, tidak 
menimbulkan gangguan atas tanah atau air dan tidak melibatkan 














                                    Tabel I5. 
                      Pemeriksaan Lingkungan 
Sektor / Proyek Unit 
 
ANDAL UKL / UPL 
Penyediaan Air Bersih 
Pengambilan Air Baku Liter 
Detik 
250 -250-50 
Tranmisi ( Kota Besar ) Km 10 10-2 
Distribusi Ha 500 -500-100 
Jalan Kota 
Pembangunan baru :    
a. Kota besar Km, atau 
Ha 
5 5-1 atau 5-2 
b. Kota Sedang Km ; 
atau Ha 
10 10-3 atau 10-5 
c. Kota Kecil Km 30 30-5 
Pelebaran ( Kota Besar ) Km ; 
atau Ha 
5 >/ =10 ( jika 
pembebasan 
tanah ) 
Jembatan dikota besar M - > / = 20 
Jembatan dikota kecil M - > / = 6o 
Limbah Cair Dan Sanitasi 
IPLT ( Instansi Pengelolaan 
Limbah Terpadu 
Ha 2 < 2 ha 
Sistem Perpipaan Air Limbah Ha 500 < 500 




Timbunan ( Sanitasi landfil Ha atau 
ton 
1000 < 10 atau 
<10.000 
TPA ( Tempat Pembuangan 
Akhir ) didaerah pasang surut 
Ha atau 
ton 
5000 < 5 atau < 5000 
Tranfer stasiun  1000 < 1000 
Drainase dan pengendalian banjir 
a. Kota Besar Km 5 < atau 5-1 
b. Kota Sedang Km 10 < 10 atau 10-2 
C. Kota Kecil Km 25 > 5 
Perbaikan kampung 
Kota besar Ha 200 > / =1 
Kota Sedang Ha  > / = 2 
Upgrading Ha 5 > / = 1 
  Sumber : Monografi Kelurahan Bulakan Bulan Februari  2008 
 
 
3.  Pemeriksaan Khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini : 
.  Perikanan : Standart dari Dinas perikanan akan ditetapkan pada seluruh 
proposal subproyek perikanan. 
.  Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya : seluruh kegiatan 
program yang mengandung unsur ini tidak akan didanai atau ditolak. 
.   Asbes : subproyek /proyek yang menggunakan asbes atau komponen yang 
mengandung asbes tidak akan didanai. Tata cara penanggulangan Khusus 
penggunaan asbes untuk perbaikan bangunan yang sudah menggunakan 
asbes ( seperti renovasi gedung sekolah yang menggunakan atap asbes ) 
akan diterapkan. 
.   Keluaran atau emisi yang menyebabkan polusi : Subproyek yang 
memproduksi keluran atau emisi baik cair atau gas yang dapat 
menyebabkan polusi tidak akan didanai, kecuali : 
      a.Penggunaanya terlalu kecil 
      b.Bapelda melakukan peninjauan dan sertikfikasi bahwa proyek tersebut 
memenuhi standart pengendalian polusi air dan udara. 
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.  Material berbahaya dan limbah : proyek yang menggunakan, 
memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya ( racun, 
bahan peledak dan korosit ) atau tergolong dengan B3 ( bahan baku 
berbahaya ) tidak akan didanai. 
.    Penebangan : subproyek yang akan melakukan operasi penebangan atau 
pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai. 
.   Pembangunan diwilayah yang dilindungi : Suran Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Rebuplik Indonesia No Kep-17 
/MENLH/2001 berjudul : jenis aktivitas pekerjaan yang seharusnya 
melakukan ANDAL menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas 
dilokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan perubahan peruntukan 
lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL. Termasuk didalamnya 
adalah : hutan yang dilindungi, bantaran sungai,konservasi laut dan 
sungai, taman wisata alam, area padat penduduk, daerah sumber air, area 
hutan bakau, area serapan air, taman air, area penelitian ilmiah, wilayah 
konservasi alam dan area yang rawan bencana alam. Tidak boleh ada 
pemukiman baru atau perluasan pemukiman diwilayah yang dilindungi 
yang termasuk dalam usulan proyek yang akan didanai. Kecuali jika 
pemukiman sudah ada diwliyah tersebut dan kebijakan pemerintah 
mengijinkanya, proposal untuk pendanaan melaui Rekompak dapat 
dilakukan oleh masyarakat pemukiman tersebut asal dengan sesuai 
prosedur Rekompak dan sejalan dengan peraturan setempat yang secara 
jelas tercantum dalam rencana manajemen kawasan yang dilindungi. 
Tidak diperkenankan membuat proposal untuk membangun atau 
merehabilitasi jalan yang berada dalam kawasan yang dilindungi. 
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4. Rencana spesifikasi pertimbangan pengolaan lingkungan untuk air 
bersih, jamban umum, jalan kota, TPS dan jembatan akan diterapkan 
dalam program ini dalam bentuk POS ( Prosedur Opersai Standart ) 
5. Setiap KSM harus menyipakan proposal dalam format standar yang 
disedikan oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. 
Format standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat 
dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal tersebut 
mencakup uraian tentang kegitan yang diusulkan da harus memenuhi 
semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yang disyaratkan. Semua 
proposal akan dinilai oleh staf proyek untuk kelayakanya, persyaratan 
teknik dan kesesuainya dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum 
kemudian dinilai oleh LKM. Tenga ahli proyek secara teliti akan 
menyaring proposal terkait dengasn dampak lingkungan berdasarkan 
pada pedoman diatas, yang menjadi bagian dari operasional umum ini. 
Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua subproyek yang 
melibatkan perubahan tanah dan air kegiatan ekonomi yang berdampak 
lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan / standar yang 
ditetapkan. LKM dengan bantuan fasilitator harus memastikan tindakan 
pengurangan dampak lingkungan dilakukan. Pemilihan proposal yang 
menggunakan dana BLM dan LKM akan dilakukan dalam suatu 
pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan terbuka untuk umum. 
6. Fasilitator dan  KMW akan mengumpulkan dan meninjau laporan 
lingkungan dan menandai dengan bendera pada loporan tiga bulanan 
mereka. Pedoman akan mencakup matrik dari kemungkinan dampak 
lingkungan yang negatif dan langkah-langkah untuk menanggulangi. 
Tenaga ahli KMW dan KMP akan merangkum semua perkembangan, 
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memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program sebagai 
bagian dari evaluasi kinerja program. 
7. Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam 
PNPM-MP adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan 
dampak positif dari setiap kegiatan kontruksi. Dalam proses perencanaan 
digunakan daftar periksa kemungkinan / potensi persoalan lingkungan 
yang kemudian  harus ditindak lanjuti selama dan sesudah kontruksi oleh 
kelurahan dan tim fasilitator. Setiap subproyek harus diperiksa oleh tim 
fasilitator teknik untuk menentukan berbagai tindakan yang harus 
dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki lingkungan. Pada 
pertengahan proses kontruksi daftar yang sama dicocokan lagi 
dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli lingkungan di NMC harus 
selalu memutakhirkan daftar periksa kemungkinan persoalan lingkungan 
untuk menemukan perkara lingkungan dan usulan mitigasinya. 
8. Untuk setiap subproyek, disediakan standart teknik dalam pedoman. 
Contoh ; saluran drainase untuk jalan harus dipasang dengan gorong-
gorong dilintasan masuk agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan 
untuk  latrine atau tangki untuk septik harus berjarak sekurang-
kurangnya 10 m dari sumber air bersih dan diletakan dibawah aliran air 
bersih tidak boleh dekat dengan semua sumber kontaminasi. 
Berdasarkan pengalaman P2KP sebelumnya maka dibawah ini adalah daftar 















                                    Tabel. 16 
    Daftar periksa perkara lingkungan dan mitigasinya  
Potensi Dampak Negatif Tindakan Mitigasinya 
Jalan , Jembatan dan saluran drinase 
Erosi dari jalan yang sedang dilakukan cut 
and fills dan menyebabkan sedimentasi di 
saluran  
.   Batasi kegiatan memindahkan tanah 
hanya pada waktu musim kering panas 
.   Lindungi permukaan tanah yang rentan 
dengan jerami 
.   Lindungi saluran drainase dengan 
pembatas atau berm 
.   Instalasi ruang sedimentasi, tanami 
permukaan yang rawan erosi secepat 
mungkin 
.   Pilih jalur yang lebih aman dari 
gangguan  
.   Lakukan pemiliharaan tepat waktu 
Terjadinya genangan air yang menjadi tempat 
pertumbuhan nyamuk dan vector penyakit 
lainya 
Lakukan tindakan untuk mencegah 
dengan perbaikan pertamanan, pengisian 
dan drainase  
Jalan dan jembatan dilokasi dirawan erosi 
rawan dan longsor  
.  Ubah jalur untuk menghindari 
kemiringan yang curam 
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.   Bangun turap penyangga dinding tanah 
 
Potensi Dampak Negatif Tindakan Mitigasi 
 .  Gunakan tanaman untuk mencegah 
tanaman untuk mencegah erosi dan 
longsor pada kemiringan 
.   Gunakan Teknologi khusus seperti 
sistem pengeringan 
 
Saluran yang tersumbat karena kesalahan 
perencanaan dan pemeliharaan yang 
menyebabkan genangan air yang berdampak 
kesehatan 
.   Pemeliharaan harus membersihkan 
sumbatan secara berkala 
.   Gunakan saluran dari beton atau 
tembokan, saluran tanah membutuhkan 
tempat lebih banyak pemeliharaan yang 
lebih intensif 
.   Gunakan kemiringan alami yang lebih 
tahan terhadap erosi 
                   Kakus umum, Sanitasi dan penyediaan air Bersih 
Permukaan air sumur hampir sama dengan 
rembesan, smur terlalu dekat dengan tangki 
septik 
.  Cek arah aliran air tanah sumur harus 
diletakan hulu aliran 
.   Bangun rembesan sejauh mungkin dari 
sumur 
Sumur dalam kakus yang pasti rawan 
kontaminasi 
.   Bangun bak air yang diisi dari melalui 
dari pipa atau ember 
.   Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh 
dari sumur 
 
Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat 
rawan terhadap sianar matahari, terinjak, dan 
kenakalan manusia 
.   tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki 
septik 
.   Buat lubang kontrol dan pipa udara 
untuk tangki septik 
Tangki septic yang tidak bagus strukturnya Tangki septik yang bagus paling tidak 
terdiri dari : 
.   Ada lubang kontrol dan penutup  
.   Pipa masuk kotoran  
.   Pipa luapan disambung dengan 
rembesan  
.    Pipa udara 
 
MCK yang tidak memnuhi syarat .   Semua unsur utama MCK harus ada 
.   Kakus 
.   Ventilasi kakus 
.   Bak air dengan kran air / sambungan air 
dan lubang pembuangan  
.   Ada tempat untuk mencuci yang lebih 
tinggi 
.   Ada kran air untuk isi ember 
.    Ada parit sekeliling lantai untuk 
membuang air kesaluran pembuangan. 
Saluran limbah manusia yang mengandung 
limbah pathogen harus dilakukan pengolahan 
sebelum dibuang kebadan air yang ada 
.  Saluran limbah manusia harus 
disalurkan ketempat pengolahan tangki 
septik 
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.   Tangki septik juga berfungsi sebagai 
pengolah.  
Sumber : Buku pedoman umum PNPM-MP 2008 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  HASIL PENELITIAN 
Dalam bab ini akan disajikan data dan sekaligus menganalisanya mengenai 
partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan lingkungan terutama betonisasi 
jalan di RW 04 Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo  
melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan. Dalam penelitian ini 
responden yang dipilih yaitu 12 perempuan yang mengikuti pelaksanaan kegiatan 
lingkungan, betonisasi jalan  di RW 04 Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo didasarkan kriteria yang didasarkan dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pada umur,  jenis pekerjaan, serta tingkat 
pendidikan. Adapun karakteristik yang diambil dari beberapa informan yang 
mempunyai data mengenai obyek penelitian yang mempunyai informasi mengenai 
partisipasi perempuan dalam kegiatan lingkungan betonisasi jalan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan. Maka peneliti mengambil informan yaitu beberapa fasilitator 
dan senior fasilitator yang dapat memberikan informasi antara lain : 
 
 1.    Nama       : Dade Sarifudin ST  
              Umur       : 35 tahun 
              Pekerjaan        : Asisten Koordinator  Kab Kota PNPM-MP 
              Alamat          : Sragen 
     2.   Nama : Dhian Artika Mahardini S.Sos 
   Umur : 28 tahun 
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   Pekerjaan : Senior Fasilitator 
   Alamat : Solo 
 
3.    Nama : Ariyanti SE. 
     Umur : 30 tahun 
     Pekerjaan : Fasilitator  
     Alamat : Klaten 
 
4.   Nama           :  Latief Burhanudin ST 
            Umur           : 30 tahun 
            Pekerjaan     : Fasilitator 
            Alamat        : Klaten 
 
       5. Nama           :  Siwi Handayani 
            Umur           : 37 tahun 
            Pekerjaan     : Senior Fasilitator 
            Alamat        : Wonogiri 
 
Berikut ini penulis akan menyajikan matrik karakteristik  informan yang 
mempunyai informasi mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan lingkungan 





                                                        
                                        Matrik.4  
                            Karakteristik Informan 
No NAMA UMUR PEKERJAAN 
 
ALAMAT 










Senior fasilitator  Solo 




4. Latief Burhanudin 
ST 
30 tahun fasilitator 
 
Klaten 
5. Siwi Andayani 37 tahun fasilitator 
 
Wonogiri 
      Sumber Data primer diolah februari 2010 
Adapun daftar  karrakteristik responden yang dipilih yaitu 12 perempuan 
yang mengikuti pelaksanaan kegiatan lingkungan, betonisasi jalan  di RW 04 Desa 
Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo didasarkan kriteria yang 
didasarkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan adalah sebagai 
berikut : 
1. Nama         : Ibu Udarini 
    Umur : 45 tahun 
    Pekerjaan : PNS 
    Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
2. Nama : Sugiyanti, A.Md. 
    Umur : 35 tahun 
    Pekerjaan : Karyawati PT. Combiefar 
    Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
3. Nama : Ika Wahyu Wardhani 
    Umur : 25 tahun 
    Pekerjaan : Mahasiswa 
    Alamat : RW 04 Bulakan 
 
4. Nama : Sutiyem 
    Umur : 40 Tahun 
    Pekerjaan : Wira swasta  
    Alamat : Ngares RT 02 RW o4 Bulakan 
 
5. Nama : Erma Susanti  
    Umur : 31 tahun 
    Pekerjaan : Pedagang 
    Alamat : Ngares Rw 04 Bulakan 
 
 
       6.   Nama          : Parjiyem 
            Umur           :  48 Tahun  
            Pekerjaan    : Wiraswasta 
            Alamat        : Ngares RT02 RW 04 Bulakan 
 
       7.  Nama         : Anik Marlina DH, SE 
    Umur : 43 Tahun 
 c
    Pekerjaan : Wira swasta  
            Alamat        : Ngares RT 02 RW o4 Bulakan  
 
        8.   Nama         : Styoningsih 
      Umur : 30 tahun 
      Pekerjaan : Honorer 
      Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
        9.   Nama         : Siti 
      Umur : 34 tahun 
      Pekerjaan : Pedagang 
      Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
        10. Nama        : Endang Sulistyowati 
      Umur : 48 tahun 
      Pekerjaan : Pedagang 
      Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
        11. Nama         : Diah Anjarwati 
      Umur : 35tahun 
      Pekerjaan : Karyawan Pabrik 
      Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
       12. Nama         : Indarwati 
     Umur : 35tahun 
     Pekerjaan : Karyawan Pabrik 
     Alamat : RT 02 RW 04 Bulakan 
 
 
Berikut ini penulis akan menyajikan matrik karakteristik  responden yang 
mempunyai informasi mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan lingkungan 


















                                                         
                              Matrik. 5 
                     Karakteristik Responden 
No NAMA UMUR PEKERJAAN 
 
ALAMAT 
1. Udarini 45 tahun PNS RT 02 RW 04 
Bulakan  
2. Sugiyanti A.Md 35 tahun 
 
Karyawan   RT 02 RW 04 
Bulakan      
3. Ika Wahyu Wardhani 25 tahun Mahasiswa 
 
RT 01 RW 04 
Bulakan         
4. Sutiyem 40 tahun Wira swasta 
 
RT 01 RW 04 
Bulakan              
5. Ema Susanti 35 tahun Pedagang  RT 02 RW 04 
Bulakan 
6. Parjiyem  40 tahun Wira swasta 
 
RT 01 RW 04 
Bulakan              
7. Anik Marlina DH, SE 43 tahun IRT RT 02 RW 04 
Bulakan      
8. Styoningsih 30 tahun Honorer Pemda RT 01 RW 04 
Bulakan              
9. Siti 34 tahun Pedagang RT 02 RW 04 
Bulakan      
10. Endang Sulistyowati 48 tahun IRT RT 01 RW 04 
Bulakan              
11.   Diah Anjarwati 35 tahun Karyawan Pabrik RT 02 RW 04 
Bulakan      
12 Indarwati 32 tahun Karyawan Pabrik RT 02 RW 04 
Bulakan      
Sumber Data primer diolah februari 2010 
 
3. Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Lingkungan Betonisasi jalan.  
 cii
3.1.Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi 
jalan.  
Proses perencanaan terdiri dari  proses identifikasi masalah serta identifikasi 
strategi. Identifikasi masalah merupakan proses menganalisa masalah yang terjadi 
terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan perempuan salah satu sasaran penerima 
bantuan Unit Pengelola lingkungan, Kemudian akan dibahas bersama. Setelah 
masalah dirumuskan ditentukanlah strategi yang tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut. Tentunya disesuaikan dengan kondisi  Sumber Daya Manusia ( SDM )  yang 
ada  pada  masyarakat  setempat.  
Dalam proses ini orang sekaligus diajak turut membuat keputusan. Membuat 
keputusan, disini adalah menunjang secara tidak langsung seperangkat aktivitas 
tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di 
antara berbagai alternatif.  Perencanaan di RW 04, Kelurahan Bulakan, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan 
pertemuan yang dihadiri oleh beberapa warga masyarakat miskin, PKK, Karang 
Taruna, tokoh agama di Wilayah RW 04,  Forum ini sepenuhnya difasilitasi oleh 
ketua RW 04.  
Dalam hal ini tidak semua warga diundang,  karena dengan kehadiran 
pengurus RT dan beberapa warga miskin dinilai sudah cukup mewakili, tinggal 
nantinya pengurus RT mensosialisasikan kepada warganya.  
a   Identifikasi masalah dan perencanaan 
Dalam proses identifikasi masalah, masyarakat di ajak untuk berkumpul, 
berembug bersama mengenai permasalahan yang terkait dengan Unit Pengelola 
Lingkungan (UPL) dan Kelompok Swadaya Masyarkat ( KSM ). Masyarakat 
dilibatkan dalam forum yang telah disediakan untuk mereka. Tujuan dari adanya 
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identifikasi masalah ini adalah agar perempuan bisa diajak untuk berfikir bersama, 
merencanakan serta menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu 
mefokuskan pembangunan jalan atau betonisasi jalan. 
Partisipasi perempuan dalam Identifikasi masalah dan perencanaan ini bisa 
dilihat dari antusias mereka/kehadiran mereka dalam forum atau pertemuan yang 
telah diadakan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Udar sebagai berikut 
: 
”....Ketika pembahasan perumusan masalah saya datang dalam pertemuan 
tersebut. Dalam perencanaan partisipasi perempuan sudah ada seperti 
dalam rapat-rapat pembahasan kegiatan lingkungan mas…..”(Sumber : 
Wawancara, 23 Februari 2010) 
 
Hal serupa juga diperjelas lagi oleh pernyataan Ibu PS adalah sebagai berikut : 
”....Saya selalu datang kalau ada rapat. Soalnya saya tahu dan paham apa 
tujuan rapat tersebut...” (Sumber : Wawancara, 25 Februari 2010) 
 
Dari penuturan beberapa responden diatas dapat diketahui bahwa motivasi 
perempuan yang mengikuti kegiatan pelaksanaan betonisasi jalan  untuk datang ke 
rapat/pertemuan karena mereka menyadari sendiri akan arti penting rapat tersebut. 
Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, melainkan memang karena keinginan 
dan kesadaran mereka sendiri. 
”....Kami juga ikut dalam rapat serta memberikan usul-usul untuk kegiatan 
lingkungan.....” (Sumber : Wawancara, 21 Februari 2010) 
 
Dari penuturan kedua responden diatas bisa disimpulkan bahwa aktivitas 
mereka didalam rapat bersifat aktif. Mereka juga memberikan usul-usul dan ikut 
serta dalm pembahasan masalah tersebut. Proses identifikasi masalah yang 
dilakukan telah menghasilkan keputusan sebagai berikut : 
 civ
b. Penentuan pembangunan jalan dan menerima bantuan berdasarkan dengan kriteria 
yang telah ditetapkan bersama. 
Setelah mengidentifikasi masalah, proses selanjutnya adalah 
mengidentifikasi strategi untuk pemecahan masalah. Mencari alat atau cara untuk 
memecahkan masalah tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu AN  
sebagai berikut : 
”....Merumuskan masalah sudah selesai, saya tinggal bentuk strateginya 
bagaimana mas....” (Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010)   
                                             
Pernyataan ini juga dipertegas oleh Ibu STY ( warga RW 04) sebagai berikut : 
”....Ketika itu langsung dibentuk pembagian kerja yang di tunjuk oleh pak 
RW dan RT, terus dipilih ketua kelompoknya...” (Sumber : Wawancara, 
23 Februari 2010)                                   
Partisipasi perempuan dalam identifikasi strategi ini bisa dilihat dari sejauh 
mana dia ikut andil dan keaktifan/usul dalam rapat/forum. Hal ini bisa kita lihat dari 
aktivitas mereka ketika rapat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu PS 
(penerima UPL) sebagai berikut : 
”....Rata-rata warga hanya menerima keputusan dan omongan pak RT, RW 
dalam mencari strategi Semua setuju saja. Mungkin dianggap lebih 
tahu.....”  (Sumber : Wawancara, 2 1 Februari 2010) 
 
Dari kedua pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipasi 
perempuan dalam kegiatan  betonisasi jalan khususnya di RW 04  didalam 
forum/rapat dalam identifikasi strategi hanya bersifat pasif, yaitu hanya mengikuti 
jalanya rapat dan tidak memberikan ide atau usulan dan menganggap bahwa tokoh 
masyarakat desa, disini ketua RW menjadi panutan dan sabagai pengambil kputusan 
dalam masalah identifikasi masalah betonisasi jalan.  
3.2.  Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan 
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Rangkaian kegiatan pelaksanaan meliputi pembuatan dan pengiriman 
proposal,  Pencairan dana, serta  Penerimaan dana.  
a. Pembuatan proposal  
 Pembuatan proposal dilaksanakan setelah adanya identifikasi masalah serta 
strategi, yang telah mendapatkan keputusan bulat yang dilaksanakan seluruh warga 
melalui pertemuan di tingkat RT dan RW.  
Mengingat bahwa proposal  merupakan syarat mutlak untuk pengajuan dana, 
proposal harus dibuat serapi dan sejelas mungkin. Ketidak jelasan proposal akan 
dikembalikan lagi untuk diperbaiki kembali.  
Dalam pembuatan proposal di lakukan oleh pihak RW. Namun perempuan 
juga ikut dalam pembuatan proposal tersebut meskipun masalah bantuan dana 
kurang mengerti akan adanya proposal serta pembuatan dan tujuannya. Seperti yang 
diungkapkan oleh ibu Ud  sebagai berikut : 
“…Meskipun saya tidak mengetahui secara keseluruhan masalah proposal 
tetapi saya juga tau mas sedikit dan saya juga ikut dalam pembuatan 
proposal...” (Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010) 
 
 
Hal serupa juga dipertegas oleh pernyataan Ibu T W (Penerima UPL ) sebagai 
berikut : 
”....Saya juga ikut dalam pembuatan proposal kegiatan lingkungan 
khususnya betonisasi jalan. Kalau rapat ya datang...”  (Sumber : 
Wawancara, 23 Februari 2010) 
 
Dari beberapa pernyataan informan diatas menyatakan bahwa rata-rata 
perempuan yang berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan lingkungan paham akan 
pembuatan proposal,  pentingnya proposal serta tujuan proposal, untuk kegiatan 
lingkungan khususnya betonisasi jalan  di RW 04 Desa Bulakan Kecamatan  
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
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b. Penerimaan dana 
Proses ini berjalan setelah proposal diajukan ke BKM, dan telah di disetujui 
kemudian dana baru cair dan turun ke masyarakat. Proses penerimaan dana 
dilakukan oleh BKM di kelurahan di fasilitasi oleh Kelurahan dengan mengundang 
seluruh perangkat desa, RW, PKK, KSM, UPL  serta aparatur pemerintah sebagai 
saksi.  
Setelah dana diserahkan kepada pengurus ditingkat RW, kemudian 
pengelolaan selanjutnya sudah diserahkan kepada pengurus Kelompok Swadaya 
Masyarakat ( KSM ) dan diawasi oleh Unit Pengelola Lingkungan UPL masing-
masing. Setelah ditingkat RW diadakan pertemuan guna membahas pembagian dana 
tersebut. Dengan mengundang RT,  Ketua  Kelompok  KSM,  UPL,  serta tokoh 
masyarakat. Dana yang telah diterima diserahkan kepada ketua kelompok, KSM  
kemudian dilakukan oleh ketua kelompok tersebut, untuk pelaksanaan kegiatan 
program bersama anggota dan masyararakat. 
Ketua kelompok mengumpulkan seluruh anggotanya, kemudian baru dibagi 
sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan kesepakatan ketua kelompok 
tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti  sebagai berikut : 
”....Ketika dana itu dibagikan sesuai dengan proposal untuk kegiatan  
pembangunan betonisasi jalan... (Sumber : Wawancara, 21Februari 
2010) 
                                               
Keterlibatan perempuan dalam penerimaan dana cukup pada hanya sebagai 
saksi penerimaan uang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu STY  selaku 
pengurus UPL sebagai berikut : 
”....Saya juga mengetahui dana betonisasi jalan cair dari pengurus Unit 
Pengelola Lingkungan (UPL) dan KSM ( kelompok swadaya masyarakat 
).....” (Sumber : Wawancara, 22 Februari 2010) 
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Dari pernyataan beberapa responden diatas bisa disimpulkan bahwa 
partisipasi perempuan pada proses penerimaan dana adalah perempuan yang ikut 
dalam pelaksanaan program sebatas memahami dan mengetahui bahwa dana 
tersebut untuk melakukan pelaksanaan kegiatan lingkungan dengan sungguh-
sungguh serta sukarela dan sesuai dengan perencanaan. Karena dana yang diberikan 
langsung diberikan kepada pengurus Unit Pengelola Lingkungan dan di tindak 
lanjuti oleh Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) yang di dalam keanggotaanya 
terdapat perempuan yang menjadi anggota. 
3.3. Partisipasi Perempuan Dalam Pemanfaatan 
Yang dimaksud dengan tingkatan pemanfaatan disini adalah partisipasi 
perempuan didalam fase penggunaan/pemanfaatan hasil-hasil dari dari kegiatan. Hal 
ini bisa dilihat dari seberapa besar masyarakat mengambil manfaat dari bantuan dan 
program yang telah mereka peroleh baik secara emosional maupun  material. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Ibu  AN selaku pengurus KSM  RW 04 sebagai 
berikut : 
“....Saya senang, sakarang fasilitas jalan di RW saya sudah lebih baik dan 
sangat mudah untuk dilewati…..”(Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010)   
                       
Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu ST (penerima UPL) sebagai berikut : 
“....Saya sangat senang sekali karena setelah jalan dibeton selain rapi juga 
sudah tidak becek….(Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010   
                                   
Dari pernyataan  kedua responden diatas bisa disimpulkan bahwa adanya 
kegiatan lingkungan betonosasi jalan, khususnya RW 04 warga yang telah 
menerima manfaat bagi mereka. Diantara manfaatnya adalah bisa meringankan 
perempuan dalam mengembangkan usaha dan dapat mengakses jalan dengan mudah 
dan lebih cepat, sehingga untuk pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih maju dan 
lancar bagi warga kelurahan Bulakan. 
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 4. Tipe-tipe Partisipasi Perempuan  
Unit Pengelola Lingkungan adalah upaya peningkatan kesejahteraan secara 
lingkungan yaitu berupa perbaikan dan pembangunan infra struktur untuk 
masyarakat yang diupayakan melalui program PNPM-MP yang berwujud 
pembangunan secara fisik seperti betonosasi jalan pembuatan,  MCK, perbaikan 
Rumah Layak huni, pembuatan Talud atau saluran air dan sebagainya. Dengan 
adanya pembangunan infra struktur tersebut diharapkan masyarakat miskin sebagai 
sasaran penerima bisa menjadi lebih baik terutama dalam pembangunan dan 
perbaikan jalan di RW 04 mereka dalam rangka melaksakan program yang 
diberikan oleh PNPM bagi lingkungan warga miskin di daerah tersebut. 
Partisipasi perempuan merupakan keterlibatan mental dan emosi serta fisik 
seseorang atau kelompok masyarakat dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan 
cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. 
Seseorang dikatakan berpartisipasi apabila terlihat dalam salah satu atau lebih dari 
satu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian seseorang yang 
ikut dalam rapat dan pertemuan dengan mengajukan usul dan memberikan saran 
sudah bisa dikatakan berpartisipasi. Seseorang bisa juga dikatakan berpartisipasi 
apabila mau menggunakan hasil dari pada keputusan yang telah disepakati bersama. 
Demikian juga dengan ikut bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan, seseorang 
bisa dikatakan berpartisipasi. Adapun partisipasi perempuan dalam kegiatan 
Lingkungan betonisasi jalan pada PNPM-MP di RW 04, Kelurahan Bulakan, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo itu merupakan partisipasi perempuan 
berdasarkan derajat kesukarelaan ini dapat diketahui dari hadirnya anggota dalam 
setiap pertemuan yang diselenggarakan, usulan yang dikemukakan serta keterlibatan 
dalam pengambilan keputusan dan sikap menerima hasil keputusan. 
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Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
dan pemanfaatan di RW 04, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo, partisipasi ini bisa dilihat mulai diadakannya rapat pertama tentang 
perencanaan. Perencanaan  dalam Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu UDR  
sebagai berikut : 
”...Untuk membahas kegiatan UPL, sumua warga dikumpulkan di Aula 
kelurahan. Ya membahas kegiatan lingkungan yang dilakukan. Yang datang 
semua warga yang dikasih undangan pak RT, RW, terutama tokoh 
masyarakat......” (Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010)        
Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dapat disimak juga, dari apa 
yang disampaikan oleh Ibu AN sebagai berikut : 
”...Saya selalu datang kalau ada rapat atau pertemuan mas,baik di tingkat RT, 
RW maupun kelurahan. Karena saya tau maksud rapat itu. Dan saya lakukan 
tanpa ada paksaan. Berarti kalau saya diundang pasti datang karena 
dibutuhkan...begitu mas...namanya rapat menurut saya ya penting. Soalnya 
dengan rapat bisa tau keluh kesah dan bisa dapat masukan-masukan untuk 
perbaikan.......” (Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010)                                         
                                 
 Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu ST  sebagai berikut : 
”....Kalau ada pertemuan saya juga datang, karena biar tau informasi, Tapi kalau 
tidak repot. Tidak ada yang memaksa dalam pertemuan tersebut kami secara 
sukarela dan penuh dengan kesadaran untuk datang .......” Wawancara, 23 
Februari 2010)                                 
Dari pernyataan dua informan diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan 
perempuan dalam perencanaan tidak ada unsur paksaan dari manapun dan siapapun. 
Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan juga tidak ada unsur keterpaksaan. Hal 
ini terlihat dari perilaku mereka menerima segala bentuk konsekwensi yang ada. 
Mulai dari proses pembuatan proposal, penerimaan dana, sampai dengan proses 
pelaksanaanya.  
Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Betonisasi jalan dapat dilihat dan 
disimak dari uraian dibawah ini. Dapat disimak apa yang telah diungkapkan oleh 
Ibu  AN selaku pengurus  KSM  RW 04 sebagai berikut : 
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“......saya juga mengikuti dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan 
betonisasi jalan secara langsung karena demi kepentingan 
bersama.....” (Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010) 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu ST sebagai berikut  
“......Saya ikut membantu secara langsung dilapangan dan memberikan 
konsumsi bagi masyarakat yang melaksanakan  kegiatan 
lingkungan ini terutama adalah pembangunan jalan atau betonisasi 
jalan (Sumber:Wawancara,23 Februari 2010)   
                      
Dari pernyataan beberapa informan diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam 
proses pelaksanaan semua warga ikut melaksanakan semua kegiatan tersebut tanpa ada 
terkecuali, semua warga yang ada dikelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo. 
Selain itu partisipasi perempuan dalam program bisa dilihat dari proses 
pemanfaatan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu  AN selaku pengurus 
Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) RW 04 sebagai berikut : 
“...Saya senang, karena infrastruktur di desa kami terutama jalan yang 
dulunya becek menjadi lebih baik khusunya jalan-jalan di kampung 
RW 04…..”(Sumber : Wawancara, 23 Februari 2010)     
                                     
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu SM  adalah sebagai berikut : 
“...Dengan adanya program dari PNPM khususnya betonisasi jalan 
sangat positif dan membantu  kami sebagai masyarakat miskin dalam 
pembangunan dan perbaikan infrastruktur dikampung kami terutama 
jalan-jalan di RW 04.....” (Sumber : Wawancara, 24 Februari 2010)    
                                      
Dari pernyataan  kedua responden diatas bisa disimpulkan bahwa adanya 
bukti keterlibatan perempuan dalam pemanfaatan program dengan penuh tanggung 
jawab, dan membawa dampak yang sangat positif  bagi semua warga yang  ada  
dikelurahan  Bulakan. 
             5.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan dalam Ruang    Lingkup 
Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi Jalan  
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Gender sebagai kontruksi budaya dan sosial masyarakat adalah sesuatu yang 
kontekstual dalam setiap kurun waktu tempat. Pola relasi gender pada suatu 
masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan pergeseran. Banyak faktor yang 
mempengaruhi perubahan dan pergeseran pola relasi gender tersebut. Faktor-faktor 
yang berpengaruh berupaya menggambarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pembagian kerja berdasarkan gender seperti telah diidentifakasi pada profil-profil 
dalam pembahasan sebelumnya. Pengidentifikasian pengaruh masa lalu dan masa 
sekarang dapat memberikan petunjuk adanya kecenderungan untuk masa yang akan 
datang. Faktor-faktor ini dapat juga dianggap sebagai suatu peluang atau bahkan 
penghambat dalam pengembangan ruang lingkup program PNPM-MP.   
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan 
program tersebut, kita dapat melakukan perencanaan yang antisipatif terhadap 
pereubahan yang mengarah pada pola relasi  gender yang tidak adil atau timpang. 
Pengembangan kegiatan dalam ruang lingkup program PNPM-MP akan berhasil 
jika dalam proses atau pelaksanaanya mengoptimalkan semua potensi dan 
partisipasi sumber daya manusia yang ada baik laki-laki maupun perempuan. 
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan responden maupun informan, 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola pembagian peran dalam 
pengembangan ruang lingkup program PNPM-MP. Untuk  lebih jelasnya, penulis 
akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian kerja tersebut : 
    a. Sistem Budaya dalam Masyarakat 
Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial dan budaya yang menjadi 
orientasi perilaku dan tingkah laku mereka, sebagai sebuah proses pembelajaran, 
sistem sosial budaya ini bisa dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke 
genersai selanjutnya dengan cara internalisasi, sosialisasi dan inkulturasi  
(koentjaraningrat,1990 : 227)  Indonesai sebagai negara yang kaya akan kebudayaan 
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belum sepenuhnya terlepas diri dari budaya patriarki, fenomena ini masih tetap 
bertahan meskipun gender telah berkembang sebagai wacana dan Negara telah 
menjadikanya sebagai arus utama kebijakan ( Darwin, 2005:40) dalam budaya 
patriarki. 
Pada masyarakat  jawa, di rumah tangga perempuan adalah istri atau garwo, 
akronim sigaraning nyowo ( belahan jiwa ) suami, yang harus tunduk dan taat pada 
suami selama ini kita mengenal adanya konsep atau budaya patriarkhi dalam 
masyarakat jawa yang dicirikan oleh dominasi laki-laki dalam rumah tangga 
terhadap seluruh anggota keluarga termasuk dalam pengambilan keputusan. 
Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran 
penting dalam keluarga, kemasyarakatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. 
Meskipun demikian tidak berarti bahwa perempuan sama sekali tidak mempunyai 
atau kehilangan sumber-sumber pengaruh dan hak-haknya secara keseluruhan. Bila 
ada perempuan yang berhasil mempunyai kekuasaan dia tetap berada dibawah 
kontrol laki-laki. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa  pada  setiap  
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produktif maupun reproduktif 
didominasi oleh oleh laki-laki dari pada perempuan. Dominasi perempuan tampak 
pada pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pemanfatan 
kegiatan lingkungan betonisasi jalan diRW 04 Kelurahan Bulakan. Besarnya budaya 
patriarkhi di dalam masyarakat sangat mempengaruhi dalam penguasaan dan kontrol 
oleh laki-laki kepada perempuan. Disini kami memilih responden perempuan 
berdasarkan tingkat pendidikan, mata pencahariaan, dan berdasarkan umur. 
Meskipun demikian dalam pengambilan keputusan perempuan tidak kehilangan 
perananya. Kedudukan perempuan disini adalah sebagai pemberi masukan atau ide 
dalam rapat perencanaan serta penyumbang tenaga dalam pelaksanaan, penyedia 
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konsumsi serta pemanfatanya setelah program selasai dikerjakan.hal ini sesuai 
dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Sutiyem :  
“ Kalau saya selalu ikut dalam rapat dan rembug warga, dan memberikan usul dan 




Berdasarkan data dan pejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengambilan keputusan,  perempuan juga ikut andil didalamnya  disini perempuan 
sangat terlihat sekali bahwa mereka selalu terlibat dalam setiap kegiatan dari 
perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfataanya. Dengan demikian masyarakat 
Bulakan meskipun masih menganut budaya patriarki mereka juga memberi 
kebebasan kepada perempuan dalam kegiatan program tersebut.  
Banyaknya perempuan yang berpartisapasi dan ikut dalam pengambilan 
keputusan mencerminkan bahwa perempuan dianggap sangat aktif dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggapan ini bisa diidentifikasi dari jenis pekerjaan 
pengelolaan yang berkaitan dengan pelakasanaan betonisasi jalan partisipasi 
perempuan disini sangat terlihat sekali bahwa mereka juga ikut dalam pengkerjaan 
yang seharusnya dilakukan oleh para laki-laki. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kedudukan dan partisipasi perempuan disini dinggap penting. 
       b. Kondisi Ekonomi 
Secara umum keadaan dan kondisi ekonomi masyarakat desa bulakan  masih 
dibawah garis kemiskinan. Dari data yang diperoleh dari pemerintah desa setempat 
pada tahun 2009 dan 2010 terdaapt  475 KK miskin dari 618 KK didesa tersebut.,  
sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai Buruh tani. Selain itu kondisi 
tersebut dapat ditunjukan oleh keadaan kehidupan ekonomi rumah tangga penduduk, 
tingkat pemenuhan kebutuhan pokok yang bermasalah serta kwalitas penduduk 
dibawah standart.  
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Kondisi ekonomi yang seperti ini menyebabkan setiap rumah tangga 
berusaha memenuhi kebutuhanya dengan berbagai daya dan upaya agar tetap hidup. 
Dan menurut sistem keyakinan gender yang berda di masyarakat ini merupakan 
tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam kenyataanya suami 
tidak bergerak sendiri dalam mengatasi persoalan rumah tangganya yang berakitan 
dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedapat mungkin isteri disamping 
menjalankan peran domestik juga menjalankan peran produktif juga membantu 
tugas suami. Bahkan dalam beberapa hal isteri lebih kreatif dalm mencari sumber-
sumber pendapatan baru, misalnya melalui keterlibatanya dalam pengembangan 
industri rumah tangga.  
Adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik sebagai kodrat perempuan 
sehingga tidak ada campur tangan dari laki-laki merupakan bentuk marginalisasi 
terhadap pekerjaan perempuan. Tanpa disadari bahwa pekerjaan rumah tangga 
seperti memasak, mencuci, dan lain-lain merupakan dasar bagi berlangsungnya 
proses produksi yang yang memungkinkan anggota keluarga dapat melaksanakan 
pekerjaanya. Oleh karena itu kegiatan perawatan tenaga kerja yang termasuk dalam 
ranah domestik merupakan kegiatan ekonomi yang paling besar. Dari hasil 
penelitaian yang telah dilakukan, pada umumnya aktifitas domestik yang 
diutamakan adalah memasak. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan energi yang 
dapat menunjang kegiatan produktif dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan 
betonosasi jalan, pernyataan ini sesuai dengan pernyataan ibu Udar :  
“ Mau nggak mau setiap ada pelaksanaan kegiatan lingkungan para ibi-ibu 
menyediakan konsumsi atau makanan secara sawadaya, hal ini dilakukan 
untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.”  
 
Pernyataan hampir sama juga disampaikan oleh ibu Siti :  
 
“ Siapa lagi sih mas, yang masak buat konsumsi kalau bukan ibi-ibu setiap ada 
kegiatan lingkungan, hal ini sangat penting untuk tenaga bagi bapak-bapak dan 
warga dalam melaksankan dan melakukan kegiatan betonisasi jalan.”  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan perempuan 
dalam membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan 
betonisasi jalan bukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatanya saja 
namun dalam penyediaan makanan atau konsumsi para perempuan sangat berperan 
penting. 
   c. Akses Pelatihan dan penyuluhan 
Pelatihan dan penyuluhan merupakan media yang cukup efektif untuk 
melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang pelaksanaan program PNPM-MP 
khususnya dalam hal ini betonisasi jalan dikelurahan bulakan. Pelatihan dan 
penyuluhan akan berpengaruh pada peningkatan pengetahuan serta pendidikan 
masyarakat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa bentuk pelatihan dan 
penyuluhan yang dilakukan oleh pihak PNPM-MP disini adalah fasilitator teknik, 
memang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kegiatan 
pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lingkungan 
khususnya betonisasi jalan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan 
perempuan yang dilakukan secara langsung dibalai kelurahan setempat. Dengan 
demikian kegiatan pelatihan dan penyuluhan harus dilakukan secara rutin sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan dan sepakati bersama demi menunjang 
kebarhasilan pelaksanaan program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 
oleh PNPM-MP dan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak 
langsung. 
  d. Struktur Kelembagaan  
Yang dimaksud dengan kelembagaan disini adalah sistem organisasi yang 
diberlakukan pada instutusi formal dan non formal yang terdapat pada masyarakat 
desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Struktur kelembagaan 
pada dasarnya merupakan cermin struktur sosial yang ada dalam masyarakat. 
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Institusi yang banyak berhubungan dengan dengan aspek pelaksanaan program 
PNPM-MP yaitu BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ), UPL ( Unit pengelola 
Lingkungan ), KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat. 
Meskipun ketiganya sama-sama beranggotan dari masyarakat bulakan 
sendiri dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Namun sistem keanggotaanya sangat 
berbeda, untuk BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) beranggotakan dari satu 
kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola semua program PNPM-
MP yang ditawarkan oleh pihak PNPM-MP sendiri dan Pemerintah desa setampat, 
sedangakan UPL ( Unit Pengelola Lingkungan ) dibentuk oleh masyarakat ditingkat 
basis atau tigkat RT dan RW untuk mengelola dan melakukan salah  satu program 
yaitu khusus untuk mengelola pelaksanaan kegiatan lingkungan disini adalah 
betonisasi jalan. Kemudian sistem kenggotaanya pada BKM bersifat keterwakilan, 
dimana setiap RT dan RW satu atau dua orang untuk menjadi wakilnya. 
Pembentukan BKM adalah bertujuan untuk melaksankan dan mengelola program 
dari PNPM-MP.  Dari dua lembaga tersebut ada juga beberapa anggota perempuan 
terutama dalam BKM disini tergolong banyak para perempuan yang ikut 
berpartisipasi dan menjadi anggota tetap.  Kenyataan ini sesuai dengan apa yang 
diungkapkan oleh ibu siti selaku ibu RT :  
“ Sifat keanggotaan BKM itu keterwakilan, skupnya RT dan RW setiap RT dan 
RW mengajukan satu atau dua orang yang mewakili,laki-laki atau perempuan 
boleh saja biar adil dan tidak terjadi konflik serta kecemburuan sosial.”  
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan 
perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota BKM. Selain 
itu keanggoptaan BKM lebih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan program dari 
PNPM-MP, sehingga memudahkan mereka untuk mengakses kegiatan penyuluhan 
dan pelatihan yang diberikan oleh fasilitator dari PNPM-MP. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kenggotaan kelembagaan 
BKM sudah lebih baik dan masalah gender tidak menjadi problem terbukti bahwa 
adanya beberapa anggota perempuan yang menjadi anggota BKM.  Dan sistem 
keanggotaan didalam BKM sangat memberikan peluang yang sangat besar bagi 
perempuan untuk mengakses kegiatan yang dapat mengembangkan potensi mereka. 
Hal ini akan sangat membantu  proses kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan 
program PNPM mengingat betapa pentingya peran perempuan. 
 
    e . Pendidikan 
 
Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap perubahan perubahan dan 
dinamisasi pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Semakin 
tinggi pendidikan masyarakat maka tingkat kesadaran terhadap gender akan semakin 
tinggi pula. Hal ini ini disebabkan pada pendidikan formal memungkinkan siswa 
menyerap informasi dan wawasan yang terkait dengan pola interaksi gender yang 
telah terinjeksi nilai-nilai baru diluar nilai tradisional yang selama ini mereka 
pahami. Kesadaran kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak yang 
sama juga akan semakin mengemuka. Tingkat pendidikan sebagian besar 
masyarakat desa Bulakan masih rendah, khususnya pada perempuanya. 
Kondisi demikian sangat berpengaruh dalam proses penerimaan perubahan 
dan pemikiran baru yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses 
perubahan berlangsung. Rendahnya tingkat pendidikan para perempuan di kelurahan 
Bulakan yang pada umumnya hanya lulus Sekolah Dasar dapat memperlambat 
penerimaan pemikiran baru serta termasuk dalam pengembangan program. 
    f.  Penyuluhan dan Pelatihan 
Akses layanan penyuluhan pada dasarnya sama dengan pelatihan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan tranformasi akan informasi 
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atau pengetahuan baru dengan harapan baru dengan harapan mereka dapat 
melaksanakanya. Sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan skill dan 
pemahaman tentang program yang akan dilakukan. Penyuluhan dan pelatihan dalam 
penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan. Kegiatan 
pelatihan dan penyuluhan ini terjadwal dan terkonsep secara rapi sesuai dengan 
kesepakatan antara pihak fasilitator dari program PNPM - MP dengan masyarakat. 
Kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 
lingkungan biasanya lebih sering dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung 
misalnya semua warga dikumpulkan di kelurahan dengan waktu tertentu kemudian 
dilakukan sosialisasi dan Tanya jawab yang sesuai dengan tema dan pelaksanaan 
kegiatan yang akan dilakukan. Untuk kegiatan pelatihan yang dilakukan  pihak 
PNPM-MP disini diwakili oleh fasilitator teknik dan senior fasilitatator. 
 g. Modal 
Yang dimaksud modal adalah semua bentuk barang atau uang yang  
digunakan dalam aktifitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil 
pengamatan  yang dilakukan, dalam usaha melaksanakan program dari PNPM-MP 
khususnya betonisasi jalan dikelurahan Bulakan biasanya modalnya berupa uang, 
yaitu 70% dari anggaran yang diajukan. Namun dalam program ini yang 
diunggulkan adalah swadaya dari masyarakat itu sendiri.  Dari pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh pihak PNPM-MP tidak 100 % 
namun swadaya masyarakat dan pemerintah desa yang diharapakan dan ditargetkan 
dalam program ini. Akses terhadap modal tersebut lebih banyak didominasi oleh 
laki-laki, rendahnya dominasi perempuan perempuan dalam akses ini didasarkan 
pada pengamatan bahwa dalam perolehan dana tersebut paling banyak berperan 
adalah suami atau laki-laki misalnya dalam taraf negosiasi sampai penandatanganan 
perjanjian, namun dalam program ini juga ada partisipasi perempuan, terbukti 
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adanya anggota dalam BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) yang dibentuk dan 
dipilih oleh masyarakat sendiri. 
 Berikut ini penulis akan menyajikan matrik tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kegiatan dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan lingkungan 













                                                      Matrik 6 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan dalam Ruang    Lingkup 
Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi Jalan 
No Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kegiatan dalam 
Ruang    Lingkup Pelaksanaan 
Kegiatan Lingkungan Betonisasi 
Jalan 
KETERANGAN 
1. Sistem budaya dalam masyarakat Masih terdapatnya budaya 
patriarki pada masyarakat 
Kelurahan Bulakan tetapi dalam 
kegiatan lingkungan betonisasi 
jalan khususnya partisipasi 
perempuan sudah terlihat sekali 
meskipun belum maksimal  
2. Kondisi ekonomi Secara umum keadaan dan kondisi 
ekonomi masyarakat desa bulakan  
masih dibawah garis kemiskinan, 
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Dari data yang diperoleh dari 
pemerintah desa setempat pada 
tahun 2009 dan 2010 terdaapt  475 
KK miskin dari 618 KK didesa 
tersebut,sebagian besar mereka 
bermata pencaharian sebagai 
Buruh tani. Selain itu kondisi 
tersebut dapat ditunjukan oleh 
keadaan kehidupan ekonomi 
rumah tangga penduduk, tingkat 
pemenuhan kebutuhan pokok yang 
bermasalah serta kwalitas 
penduduk dibawah standart. 
 
3. Akses pelatihan dan penyuluhan Dalam kegiatan pelatihan dan 
penyuluhan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan lingkungan 
khususnya betonisasi jalan 
memberikan kesempatan yang 
sama antara laki-laki dan 
perempuan yang dilakukan secara 
langsung dibalai kelurahan 
setempat. Dengan demikian 
kegiatan pelatihan dan penyuluhan 
harus dilakukan secara rutin sesuai 
dengan jadwal yang telah 
ditentukan dan sepakati bersama 
demi menunjang kebarhasilan 
pelaksanaan program sesuai 
dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh PNPM-MP dan 
masyarakat yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung. 
4. Struktur kelembagaan Struktur kelembagaan pada 
dasarnya merupakan cermin 
struktur sosial yang ada dalam 
masyarakat,Bulakan adalah 
Institusi yang banyak berhubungan 
dengan dengan aspek pelaksanaan 
program PNPM-MP yaitu BKM ( 
Badan Keswadayaan Masyarakat 
), UPL ( Unit pengelola 
Lingkungan ), KSM ( Kelompok 
Swadaya Masyarakat. 
 
5. Pendidikan  Tingkat pendidikan sebagian besar 
masyarakat desa Bulakan masih 
rendah, khususnya pada 
perempuanya, Kondisi demikian 
sangat berpengaruh dalam proses 
penerimaan perubahan dan 
pemikiran baru yang 
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mempengaruhi cepat atau 
lambatnya suatu proses perubahan 
berlangsung. Rendahnya tingkat 
pendidikan para perempuan di 
kelurahan Bulakan yang pada 
umumnya hanya lulus Sekolah 
Dasar dapat memperlambat 
penerimaan pemikiran baru serta 
termasuk dalam pengembangan 
program. 
 
6. Modal  Yang dimaksud modal adalah 
semua bentuk barang atau uang 
yang  digunakan dalam aktifitas 
pelaksanaan kegiatan yang akan 
dilakukan. Dari hasil pengamatan  
yang dilakukan, dalam usaha 
melaksanakan program dari 
PNPM-MP khususnya betonisasi 
jalan dikelurahan Bulakan 
biasanya modalnya berupa uang, 
yaitu 70% dari anggaran yang 
diajukan. Namun dalam program 
ini yang diunggulkan adalah 
swadaya dari masyarakat itu 
sendiri.  Dari pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa modal 
yang diberikan oleh pihak PNPM-
MP tidak 100 % namun swadaya 
masyarakat dan pemerintah desa 
yang diharapakan dan ditargetkan 
dalam program ini. 
















B. PEMBAHASAN  
Ada beberapa hal yang dapat mendorong para perempuan ini untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan yaitu betonisasi jalan, 
diantaranya adalah kesadaran yang ada dalam dirinya sendiri, dorongan dari suami 
dan aspek lingkungan masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong dalam 
pertisiapasi perempuan dalam pelaksanaan betonisasi jalan dalam program PNPM-
MP. Motivasi merupakan suatu keinginan atau dorongan yang ada dalam diri 
manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Setiap yang dilakukan oleh 
manusia atau individu pasti memiliki motivasi yang dapat mendorong seseorang 
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam hidupnya. Motivasi dibagi menjadi 
2, yaitu : 
a.   Motivasi Intrinsik 
Adalah berbagai dorongan atau tekanan yang berasal dari dalam diri individu 
yang berbentuk keinginan yang kuat untuk bekerja. 
b.   Motivasi Ekstrinsik  
Adalah berbagai dorongan yang berasal dari luar diri individu dimana 
motivasi ekstrinsik ini berasal dari lingkungan sosial. 
Berdasarkan uraian penelitian di atas, motivasi yang mendorong perempuan 
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan adalah motivasi 
yang bersifat positif yang berasal dari dalam diri individu atau dari luar individu 
yang dapat mengakibatkan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun 
motivasi yang melatarbelakangi perempuan untuk berpartisipasi adalah pertama 
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karena faktor yang ada dalam diri invidu itu sendiri. (Yang kedua, faktor dari luar. 
Disini bisa saja berasal dari orang lain atau lingkungan sosial ekonomi. Dalam 
penelitian ini partisipasi yang dijalankan oleh perempuan juga berasal dari dorongan 
suami dan, lingkungan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dalam diri 
perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan yaitu 
betonisasi jalan. 
Dari berbagai motivasi yang melatarbelakangi perempuan untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan yang diberikan oleh 
PNPM-MP dapat dianalisa dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Dalam 
paradigma ini, mencakup tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai 
makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Hal ini 
dinamakan dengan tindakan sosial. Tindakan yang dilakukan perempuan dalam 
melaksanakan kegiatan betonisasi jalan merupakan tindakan sosial yang diarahkan 
kepada orang lain (disini berarti diarahkan kepada perempuan) untuk mencapai 
kesejahteraan bersama dalam lingkungan masyarakat. Weber membedakan tindakan 
sosial ke dalam empat tipe, menurutnya semakin rasional tindakan yang dilakukan 
seseorang maka akan semakin mudah dipahami. Diantaranya adalah : 
1) Zwerk rational  
Yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar 
menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari 
tujuan itu sendiri. Bila seorang aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional, 
maka mudah memahami tindakannya itu.  
2) Werktrational action 
Tindakan tipe ini actor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya 
itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang 
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lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri, dalam tindakan ini memang antara 
tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sulit untuk dibedakan. 
3) Affectual action 
Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-
puraan si actor. Tindakan sukar dipahami, kurang dan tidak rasional. 
4) Traditional action 
Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan 
sesuatu di masa lalu saja. (Ritzer, 2009; 40-41) 
Dalam penelitian ini tindakan yang dilakukan oleh perempuan termasuk ke 
dalam tindakan sosial murni (Zwerk rational ), karena perempuan tidak hanya 
sekedar menilai cara yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan,  
tetapi juga melihat nilai dan tujuan yang di dapat dari suatu tindakan yang 
dilakukannya. Dari pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan yang dilakukan oleh 
perempuan akan mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan membangun 
lingkungan khususnya betonisasi jalan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan 
bersama yang diinginkan. 
Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan tidak 
hanya sebatas dalam perencanaan, melainkan keterlibatan mereka juga terlihat 
dalam keikutsertaan para warga masyarakat yang peduli tentang pembangunan dan 
perbaikan jalan secara langsung yang aktif tergabung dalam Unit Pengelola 
Lingkungan (UPL). 
Disini penulis akan menyajikan matrik partisipasi perempuan dalam 
pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan pada Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mmandiri Perkotaan di Kelurahan Bulakan Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang melewati beberapa proses yaitu perencanaan, 
















                                    Matrik. 8 
Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan 
Betonisasi Jalan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 











yang tua maupun muda 
dalam perencanaan pada 
umumnya hanya 
menyetujui semua 
keputusan dari KSM 
Lingkungan sebagai 
pelaksanan kegiatan yang 
terdiri dari warga, 
pengurus RT dan RW 
dan BKM  serta UPL 
sebagai pengawal 
kegiatan karena disini 
perempuan merasa bodoh 



























dan kewajiban  
yang sama yaitu 
memanfaatkan 










betonisasi jalan.  
bersama.  
2. Status :  
a. Bekerja 
b. Tidak bekerja  
Partisipasi perempuan 
yang bekerja maupun 




keputusan dari KSM 
Lingkungan sebagai 
pelaksanan kegiatan yang 
terdiri dari warga, 
pengurus RT dan RW 
dan BKM  serta UPL 
sebagai pengawal 
kegiatan karena disini 
perempuan merasa bodoh 






























dan kewajiban  
yang sama yaitu 
memanfaatkan 





3. Pendidikan : 
 a. Tinggi 
    b. Rendah 
Partisipasi perempuan 
yang berpendidikan  
tinggi maupun rendah 
dalam perencanaan pada 
umumnya juga 
menyetujui semua 
keputusan dari KSM 
Lingkungan sebagai 
pelaksanan kegiatan yang 
terdiri dari warga, 
pengurus RT dan RW 
dan BKM  serta UPL 
sebagai pengawal 
kegiatan karena disini 
perempuan merasa bodoh 





























dan kewajiban  
yang sama yaitu 
memanfaatkan 




bersama.          
Sumber Data primer diolah februari 2010 
 
Keterangan : 
1.  Umur         : a. Tua yaitu umur diatas 40 tahun 
                            b. Muda yaitu dibawah umur 40 tahun 
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2. Status        : a.  Bekerja : PNS, Karyawan pabrik, Buruh 
                             b. Tidak bekerja : IRT ( Ibu Rumah Tangga ) 
3.  Pendidikan : a.  Tinggi :  Berpendidikan SLTA atau diatasnya 
                                   b. Rendah : Berpendidikan Di bawah SLTA 
    
Menurut teori  aksi yang dikemukakan oleh Talcott Parson yang menyusun 
skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut : 
1. Adanya individu selaku aktor 
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu 
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai 
tujuannya 
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat 
membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa 
situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh 
individu, misalnya jenis kelamin dan tradisi 
5. Aktor berada di bawah kendala dan nilai-nilai, norma-norma dan berbagi 
ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan 
serta tindakan alternative untuk mencapai tujuan. Contohnya kendala 
kebudayaan. 
Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma 
mengarahkannya dalam  memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. 
Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. 
Tetapi ditentukan sendiri oleh aktor (perempuan) untuk memilih mengikuti 
kegiatan yang diinginkan. Dalam melakukan setiap tindakan pasti dilandasi dan 
didasari oleh suatu motivasi atau alasan guna mencapai tujuan yang diharapkan. 
hal ini senada dengan apa yang diungkapkan parson dalam teori aksi yang 
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mengungkapkan motivasi adalah sesuatu yang mendorong individu untuk 
mencapai tujuan tertentu dan kemampuan individu untuk memilih cara atau alat 
yang akan digunakan dalam melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan 
(Ritzer, 2009;48-49). 
Jadi, partisipasi yang dilakukan oleh perempuan dalam pelaksanaan 
kegiatan betonisasi jalan yang diberikan oleh PNPM-MP yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah dapat disimpulkan sebagai tindakan sosial yang telah dilakukan 
oleh perempuan merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam 
pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara yang digunakan untuk 
mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih dan kesemuanya itu didasari oleh 
kemungkinan norma yang ada dalam sistem kebudayaan dalam bentuk nilai-nilai 
dan ide-ide dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala bagi dirinya. Dalam 
hal ini, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan 
ditentukan oleh kesadaran dirinya secara pribadi baik ada atau tidak dorongan 
dari luar sehingga membuatnya mengambil keputusan untuk mengikuti 
melaksanakan program tersebut sesuai dengan pilihan yang dianggapnya benar 
dan sesuai dengan dirinya untuk mencapai kesejahteraaan hidup yang 
diinginkan. 
Selain menggunakan paradigma definisi sosial, dalam penelitian ini juga 
menggunakan teknik analisis gender untuk menganalisis partisipasi yang 
dilakukan oleh perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan sebagai 
interpretasi program PNPM-MP. Teknik analisis gender yang digunakan oleh 
penulis adalah menggunakan teknik analisis longwe. Dalam teknik Analisis 
Longwe dengan berdasarkan pada lima kriteria analisis yang meliputi: dimensi 
kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Untuk lebih 
jelasnya akan dijabarkan seperti di bawah ini: 
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a. Dimensi Kesejahteraan 
  Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari 
tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan 
kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan 
tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan 
dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan tingkatan 
nihil dari pemberdayaan perempuan.  
  Dalam penelitian terkait partisipasi perempuan dalam pelaksanaan 
kegiatan betonisasi jalan dalam program PNPM-MP, dimensi kesejahteraan 
yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki sama dalam tercukupinya aspek 
kesejahteraan terkait dengan pembangunan dan perbaikan jalan. Seorang 
perempuan juga harusnya terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program 
tersebut untuk mencapai tujuan kesejahteraan lingkungan yang seimbang 
kedudukannya antara laki-laki dan perempuan. Di Kelurahan Bulakan ini 
sendiri perempuan sudah mempunyai kesadaran mutlak terkait kesejahteraan 
lingkungan dalam kegiatan betonisasi jalan, yaitu dengan sadar terlibat dan 
berpartisipasi secara aktif dengan mengikuti secara langsung melalui 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Sehingga dapat tercipta 
keseimbangan antara kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan 
betonisasi jalan guna mencapai kesejahteraan hidup bersama. 
b. Dimensi Akses 
    Kesenjangan gender disini terlihat dari adanya perbedaan akses antara 
laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Dalam penelitian ini, peneliti 
melihat sudah tidak ada  kesenjangan dalam mengakses program terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan dalam program PNPM-MP. 
Seperti halnya laki-laki yang mempunyai akses yang luas dalam pelaksanaan 
 cxxx
program, begitu halnya dengan perempuan mereka juga mempunyai hak yang 
sama dalam menentukan ikut berpartisipasi yang dianggap cocok untuk 
mereka. Tentunya akses dalam pemilihan pelaksanaan program ini, masih 
harus diselaraskan juga dengan kemampuan perempuan. Sebab, kedudukan 
laki-laki dan perempuan sama untuk menjangkau sumber daya dan ikut andil 
dalam pelaksanaan program yang ada, termasuk di dalamnya keterlibatan 
suami dalam pelaksanaan program PNPM-MP. Seorang perempuan sekarang 
telah mempunyai kesadaran yang cukup untuk menciptakan kesejahteraan 
hidupnya melalui keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan betonisasi 
jalan. Sekarang mereka tidak lagi malu, untuk terlibat dalam program tersebut 
karena pengertian dan keterbukaan yang ada tidak lagi semata-mata 
menempatkan wanita sebagai kaum yang lemah menurut laki-laki. 
Keterlibatan perempuan juga dibutuhkan guna mencapai kesejahteraan sosial 
berbasis gender. 
c. Dimensi Kesadaran Kritis 
    Dimensi ini lebih menekankan pada pemahaman perempuan terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan yang merupakan program dari 
PNPM-MP, dahulu anggapan yang sering kita dengar dari seorang perempuan 
bahwa pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jalan itu urusan laki-laki, 
kewajiban bagi laki-laki, karena seorang laki-lakilah yang terbiasa melakukan 
kegiatan perbaiakn dan pembangunan jalan dikampung mereka, sedangkan 
perempuan bertugas sebagai ibu ruamah tangga. Hal itu seolah sekarang telah 
terkikis, dari penelitian yang penulis lakukan perempuan di Kelurahan 
Bulakan yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM-MP telah 
mempunyai kesadaran kritis terkait dengan betonisasi jalan di RW 04.  
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  Banyak yang beranggapan tugas seorang istri itu sudah terlampau berat 
dengan urusan rumah tangga, sehingga menyadarkan mereka untuk terlibat 
secara aktif dalam pelaksanaan program PNPM-MP. 
 d. Dimensi Partisipasi 
    Partisipasi disini berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak 
dalam penetapan kebutuhan, formasi proyek, implementasi dan monitoring 
serta evaluasi. Terdapat dua jemis partisipasi, yaitu partisipasi secara 
kuantitatif yang berarti berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat 
di dalamnya. Yang kedua adalah partisipasi kualitatif yaitu menunjuk peranan 
laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis 
partisipasi akan ditunjukkan dalam tabel profil partisipasi. 
Partisipasi secara kuantitatif yang dilakukan oleh perempuan dalam 
pelaksanaan kegaitan betonisasi jalan dalam program PNPM-MP memang 
terbilang rendah, dibandingkan dengan keterlibatan seorang laki-laki dalam 
program PNPM-MP tersebut. Oleh sebab itu, prosentasenya masih kecil 
dibandingkan dengan partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program. 
Dalam aspek partisipasi kualitatif, pengambilan keputusan dalam 
penentuan startegi pelaksanaan yang digunakan oleh perempuan harus dengan 
kesepakatan bersama antara semua warga masyarakat. Khusus untuk 
pelaksanaan betonisasi jalan di RW 04, harus ada kesepakatan dan 
persetujuan dari hasil rembug warga yang telah dilakukan bersama untuk 
pelaksanaan program tersebut. 
e.  Dimensi Kontrol 
  Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendapati 
bahwa dimensi kontrol yang terjadi dalam pelaksanaan program PNPM-MP 
sudah seimbang antara laki-laki dan perempuan. Seorang istri mempunyai 
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hak yang sama untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program.  
Analisis profil akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dapat 
di gunakan untuk melihat siapa yang memiliki peluang dan penguasaan 
terhadap sumber daya tersebut. Dalam penelitian ini telah diidentifikasi 
terdapat beberapa sumber daya yang mendukung kegiatan program yang 
terkait erat dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan pada program PNPM-
MP dikelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
Sumber daya tersebut sangat menunjang bagi keberhasilan pelaksanaan 
kegiatan lingkungan khususnya betonisasi pada program PNPM-MP, yang 
ada didesa tersebut sehingga keberadaanya di sediakan oleh pihak PNPM, 
Pemerintah Desa, masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Ada 
kecenderungan yang kuat bahwa mereka yang mempunyai kontrol terhadap 
sumber daya tersebut secara otomatis mempunyai akses terhadapnya. Namun 
mereka yang mempunyai akses terhadapnya belum tentu mempunyai kontrol 
terhadap sumber daya tersebut misalnya :  
 1.  Penyuluhan dan Pelatihan 
 
Akses layanan penyuluhan pada dasarnya sama dengan pelatihan 
penyuluhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan 
tranformasi akan informasi atau pengetahuan baru dengan harapan baru 
dengan harapan mereka dapat melaksanakanya. Sedangkan pelatihan lebih 
berkaitan dengan peningkatan skill dan pemahaman tentang program yang 
akan dilakukan. Penyuluhan dan pelatihan dalam penelitian ini lebih 
difokuskan pada pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan. Kegiatan pelatihan 
dan penyuluhan ini terjadwal dan terkonsep secara rapi sesuai dengan 
kesepakatan antara pihak fasilitator dari program PNPM – MP dengan 
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masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan lingkungan biasanya lebih sering dilakukan dengan 
cara pendekatan secara langsung misalnya semua warga dikumpulkan di 
kelurahan dengan waktu tertentu kemudian dilakukan sosialisasi dan Tanya 
jawab yang sesuai dengan tema dan pelaksanaan kegiatan yang akan 
dilakukan. Untuk kegiatan pelatihan yang dilakukan  pihak PNPM-MP disini 
diwakili oleh fasilitator teknik dan senior fasilitatator. 
 2.  Modal 
 
Yang dimaksud modal adalah semua bentuk barang atau uang yang  
digunakan dalam aktifitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 
hasil pengamatan  yang dilakukan, dalam usaha melaksanakan program dari 
PNPM-MP khususnya betonisasi jalan dikelurahan Bulakan biasanya 
modalnya berupa uang, yaitu 70% dari anggaran yang diajukan. Namun 
dalam program ini yang diunggulkan adalah swadaya dari masyarakat itu 
sendiri.  Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal yang 
diberikan oleh pihak PNPM-MP tidak 100 % namun swadaya masyarakat 
dan pemerintah desa yang diharapakan dan ditargetkan dalam program ini. 
Akses terhadap modal tersebut lebih banyak didominasi oleh laki-laki, 
rendahnya dominasi perempuan perempuan dalam akses ini didasarkan pada 
pengamatan bahwa dalam perolehan dana tersebut paling banyak berperan 
adalah suami atau laki-laki misalnya dalam taraf negosiasi sampai 
penandatanganan perjanjian, namun dalam program ini juga ada partisipasi 
perempuan, terbukti adanya anggota dalam BKM ( Badan Keswadayaan 
Masyarakat ) yang dibentuk dan dipilih oleh masyarakat sendiri.  
Berdasarkan kelima dimensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan 
perempuan dalam pelaksanaan kegiatan betonosasi jalan dalam program PNPM-MP di 
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Kelurahan Bulakan telah berjalan dengan baik berdasarkan kesetaraan gender. Program 
peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program PNPM-Mp bisa dikatakan 
berhasil. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan 
dapat dinilai positif sebagai bentuk kesadaran seorang perempuan bahwa kegiatan 
betonisasi jalan tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, melainkan perempuan juga 
mempunyai kewajiban yang sama untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program 

























Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat 
ditarik kesimpulan mulai dari kesimpulan teroritis, kesimpulan metodologis dan 
kesimpulan empiris. Selanjutnya akan diungkapkan beberapa saran yang berkaitan 
dengan penelitian yang telah dilakukan selama ini. 
Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang bagaimanakah partisipasi 
perempuan di Kelurahan Bulakan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan 
betonisasi jalan program PNPMP-MP.  Yang dilihat dari sisi gender dan ditunjang 
dengan menggunakan paradigma definisi sosial dengan menggunakan teori tindakan 
sosial dan teori partisipasi, dimana dalam teori ini dikatakan bahwa tindakan sosial 
adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor 
lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor 
lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Sedangkan partisipasi 
merupakan keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok 
masyarakat dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam program ini dengan cara 
merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. 
Seseorang dikatakan berpartisipasi apabila terlibat dalam salah satu atau lebih dari 
satu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian seseorang yang ikut 
dalam rapat-rapat atau pertemuan dengan mengajukan usul dan saran sudah bisa 
dikatakan berpartisipasi. Bagi seseorang yang tingkat kecerdasan tidak terlalu tinggi 
dan tidak mampu berfikir secara konsepsional, mereka bukan berarti tidak 
berpartisipasi dengan ikut melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati 
bersama. Seseorang bisa juga dikatakan berpartisipasi apabila mau menggunakan hasil 
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dari pada keputusan yang telah disepakati bersama. Demikian juga dengan ikut 
bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan-kegiatan, seseorang bisa dikatakan 
berpartisipasi. Dalam melihat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan betonisasi 
jalan dikelurahan Bulakan, penelitian ini menggunakan pendapat yang dikemukakan 
oleh Dusseldorp, dimana partisipasi perempuan dalam penelitian ini diklasifikasikan 
menjadi 9 tipe partisipasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 1 tipe 
partisipasi, yakni partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan. Partisipasi berdasarkan 
derajat kesukarelaan terlihat dari adanya motivasi perempuan dalam mengikuti tahap-
tahap kegiatan dalam Kegiatan Lingkungan. Secara umum keikutsertaan perempuan 
dalam Kegiatan Lingkungan tidak dilatar belakangi adanya unsur paksaan dari pihak 
manapun. Dengan pendekatan tersebut dapat menjelaskan bagaimana partisipasi 
perempuan dalam pelaksanaan betonisasi jalan yang merupakan bagian salah satu 
kegiatan Lingkungan PNPM-MP di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten  Sukoharjo.  
1.  Kesimpulan Teoritis 
Kesimpulan yang pertama terkait dengan analisis gender Longwe, disini 
didapat bahwa partisipasi yang dilakukan oleh perempuan  di Kelurahan Bulakan 
telah menggunakan basis pemikiran gender dengan menempatkan kedudukan yang 
sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan 
betonisasi jalan, sebagaimana metode yang diusung oleh program PNPM-MP. 
Perempuan yang peneliti temui mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan 
lingkungan betonisasi adalah urusan bersama antara perempuan dan laki-laki, 
mereka memberikan bayangan tentang kerjasama yang terjadi antara laki-laki dan 
perempuan untuk melaksanakan program, sehingga tidak akan adil jika dalam 
urusan pelaksananaan betonisasi jalan hanya laki-laki yang berperan, ada baiknya 
perempuan  juga mempunyai kesadaran yang sama untuk berperan dalam 
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pelaksanaan program. Dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh oleh peneliti, 
di dapat bahwa akses dan kontrol yang terjalin antara perempuan dan laki-laki 
terkait partisipasi yang dilakukan dalam program PNPM-MP mempunyai peran 
yang seimbang sebagai perwujudan untuk melaksanakan program yang ingin 
mereka wujudkan demi kesejahteraan bersama.  
Dalam penelitian ini juga ditunjang dengan menggunakan paradigma definisi 
sosial. Dalam paradigma definisi sosial, disini terdapat tindakan yang disebut 
dengan tindakan sosial yaitu tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai 
makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Dalam 
penelitian ini, tindakan yang dilakukan perempuan dalam melaksanakan kegiatan 
lingkungan betonisasi jalan merupakan tindakan sosial yang diarahkan kepada orang 
lain atau kelompok dan disini berarti diarahkan kepada perempuan untuk mencapai 
kesejahteraan bersama dalam lingkup masyarakat. 
2. Kesimpulan Metodologis 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif dengan mengambil fakta berdasarkan subyek penelitian 
(verstehen), mengetengahkan hasil pengamatan itu secara rinci (thick description) 
yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 
menggambarkan tentang partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan 
lingkungan betonisasi jalan, motivasi yang melatarbelakangi para perempuan 
terlibat secara aktif dalam program PNPM-MP. Data yang dihasilkan berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari para perempuan yang ada di Kelurahan Bulakan. 
Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini karena melalui metode ini, 
penulis dapat lebih bebas berekspresi dalam mengkaji hal-hal yang diperlukan. Tapi 
dalam kebebasan yang ada, peneliti tetap memegang teguh tanggung jawab yang 
diberikan oleh berbagai pihak yang mendukung dalam penelitian ini. Karena dalam 
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penelitian ini menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan 
tidak terduga dan dengan metode ini penulis dapat segera menyesuaikan dengan 
kondisi yang ada serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen 
penelitian dalam mencari data di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi 
langsung maupun interview atau wawancara secara mendalam yang artinya peneliti 
terjun langsung ke lapangan dengan cara observasi langsung dan mengamati subyek 
yang diteliti sehingga dapat menghasilkan masukan data sesuai dengan yang 
diharapkan. Selain itu pendokumentasian juga digunakan untuk memperoleh data 
sekunder yang dilakukan dengan melihat catatan amupun artikel yang berkaitan 
dengan penelitian tersebut dan rekaman maupun audiovisual dari percakapan, 
pertemuan dengan obyek obyek penelitian untuk dijadikan kajian dalam penelitian. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan metode non probabilitas purposive sampling dimana peneliti mempunyai 
peran yang besar dalam menentukan siapa dan berapa sampling yang diperlukan 
untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian penelitian dan sampling 
bertujuan dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap atau 
dipercaya untuk menjadi sumber data yang berkompeten dengan permasalahan 
penelitian. Sampel ditarik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa sampel 
yang diambil akan dapat mewakili apa yang dimaksudkan dalam tujuan penelitian. 
Penelitian ini juga menggunakan Snowball Sampling, yaitu penarikan sample 
bertahap yang makin lama jumlah informannya semakin bertambah besar. Dalam 
pengambilan sample, ada 9 perempuan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, 
diantaranya adalah perempuan yang menjadi anggota UPL, perempuan yang 
mengikuti pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan, diKelurahan Bulakan 
yang menjadi obyek penelitian.  
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Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, perlu menggunakan 
trianggulasi data. Yang dimaksud dengan trianggulasi data adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan kata lain, 
data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diuji keabsahannya dengan cara 
membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lain. 
Teknik trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 
sumber yaitu dengan mengkroscek hasil wawancara dengan perempuan yang terkait 
motivasi perempuan dalam keikutsertaannya dalam pelaksanaan kegiatan 
lingkungan betonisasi jalan dalam program PNPM-MP. Hal ini penting dilakukan 
untuk mengetahui motif apa saja yang melatarbelakangi para perempuan untuk 
berpartisipasi dalam program PNPM-MP di Kelurahan Bulakan. 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis gender 
longwe dengan lima kriteria yang meliputi dimensi kesejahteraan, dimensi akses, 
dimensi kesadaran kritis, dimensi partisipasi dan dimensi control. Kelima dimensi 
itu digunakan untuk menganalisa bagaimanakah partisipasi yang dilakukan oleh 
perempuan di Kelurahan Bulakan terkait dengan dengan kesadaran gender yang 
menjadi dasar dari keikutsertaan mereka dalam program PNPM-MP. Penulis juga 
melakukan Reduksi Data yaitu melakukan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data dari field note. Proses ini berlangsung secara 
terus menerus selama pelaksanaan penelitian. Proses reduksi data diawali sebelum 
pelaksanaan pengumpulan data. Penyajian data merupakan suatu rakitan kalimat 
yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan memudahkan 
untuk memahami berbagai hal yang terjadi serta memungkinkan peneliti untuk 
berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman 
tersebut. Penarikan kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi 
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data dan sajian data. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap, maka penulis akan 
menggali dalam field note, tetapi jika dalam field note belum diperoleh data yang 
diinginkan maka penulis akan mencari data lagi dilapangan. Dan kesimpulan yang 
ditulis merupakan rangkaian keadaan yang memiliki landasan yang kuat dari proses 
analisis terhadap fenomena yang ada. 
Namun, dalam implementasinya penggunaan metode ini tetap memiliki 
banyak kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode ini adalah secara 
umum mampu mnegungkapkan realitas secara mendalam dan kebenaran dalam 
penelitian kualitatif merupakan hasil dari persetujuan bersama, sehingga sesuai 
dengan situasi yang ada. Sedangkan, kekurangan dari metode ini adalah hanya 
terfokus pada data kualitatif tidak dapat menerangkan nilai-nilai statistik yang ada. 
 
3. Kesimpulan Empiris 
Secara empiris dilapangan tentang partisipasi perempuan dalam pelaksanaan 
program kegiatan lingkungan betonisasi jalan khususnya di RW 04 Kelurahan 
Bulakan, maka dapat disimpulkan bahwa  
Pelaksanaan betonisasi jalan merupakan kegiatan lingkungan merupakan 
bagian dari Konsep Tri Daya yang dikembangkan dalam PNPM-MP. Upaya ini 
dimaksudkan untuk menyerasikan kesejahteraan material, melalui upaya-upaya 
kearah peningkatan perbaikan dan pembangunan lingkungan masyarakat miskin 
khususnya betonisasi jalan atau pengerasan jalan yang perlu mendapatkan porsi 
khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses 
kesumberdaya kunci untuk perbaikan dan pembangunan secara fisik dan nyata, 
dengan tetap memperhatikan dampak sosial dalam masyarakat. 
Pelaksanaan kegiatan betonisasi jalan atau pun kegiatan lingkungan lainnya 
tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan dana, namun juga harus 
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mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. 
Untuk itu, Kegiatan Lingkungan diperkenankan dan diharapkan memperkuat 
kapasitas pelayanan kepada orang miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi 
pelaksanaan kegiatan lingkungan yang tepat pemanfaatan bagi masyarakat miskin 
diwilayahnya. Proses berlangsungnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemanfaatan. 
Respon perempuan di Kelurahan Bulakan, kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo cukup positif. Hal ini terlihat dari keikutsertaan perempuan dalam  tiap 
tahapan. Mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, pemanfaatan. Pada proses 
perencanaan bisa terlihat dari partisipasi mereka ikut rapat atau pertemuan yang 
membahas tentang perencanaan yang meliputi identifikasi masalah dan identifikasi 
strategi. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan juga bisa dilihat dari partisipasi 
mereka dalam proses pelaksanaan seperti mengikuti secara langsung dalam 
betonisasi mereka ikut langsung maupun hanya menyediakan konsumsi bagi warga 
yang mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun keterlibatan dalam 
pemanfaatan bisa manfaat yang telah diterima dan dirasakan oleh perempuan. Akan 
tetapi akses/kontrol tentang pengutamaan gender belum sepenuhnya berhasil. Hal ini 
terlihat dari masih lemahnya mental dan kepercayaan diri perempuan dalam 
pengambilan keputusan yang disebabkaan karena faktor-faktor  tertentu. Misalnya 
merasa bodoh, takut pada pak RT / RW. 
Kekurangan-kekurangan yang mengiringi pelaksanaan kegiatan Lingkungan 
di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo khususnya RW 
04 bukan berarti suatu kegagalan dalam pelaksanaan proses ini, akan tetapi 
memperlihatkan dinamisasi masyarakat yang masih harus diperbaiki untuk lebih 




Sebagai penutup dalam penelitian tentang partisipasi perempuan dalam 
pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan dalam program PNPM-MP di 
Kelurahan Bulakan yang memiliki latarbelakang ekonomi dan motivasi dalam 
keikutsertaannya dalam program PNPM-MP yang berbasis gender diperlukan saran 
untuk melengkapi penelitian ini. Untuk lebih meningkatkan kualitas dari 
pelaksanaan program ditahun-tahun berikutnya dalam peningkatan partisipasi 
perempuan, maka ada beberapa hal yang menurut peneliti harus dilakukan oleh  
perempuan  Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, 
Khususnya RW 04 adalah sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan semua unsur 
perempuan baik penerima ataupun yang tidak  di Kelurahan Bulakan, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo khususnya RW O4. 
2. Perlu adanya pelatihan bagi pengurus ataupun anggota, agar lebih paham dan 
mengerti tentang Kegiatan Lingkungan yang sesungguhnya dan jelas.. 
3. Peningkatan kualitas perempuan melalui melalui pendampingan yang 
dilakukan oleh Tim Fasilitator bersama dengan BKM dan UPL serta KSM 
Lingkungan melalui organisasi setempat semisal LSM atau PKK. 
4. Lebih dibuka peluang untuk menampung partisipasi perempuan pada 
pelaksanaan kegiatan lingkungan mulai dari perencanaan kegiatan, 
pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi kegiatan lingkungan. 
5.  Bagi para laki-laki, sebaiknya selalu mendukung perempuan untuk terus 
berpartisipasi dalam program PNPM-MP bagi kepentingan bersama dalam 
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan tidak perlu takut dalam 
mengungkapkan keinginan terkait keseimbangan partisipasi akses dan 
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kontrol dalam program PNPM-MP yang telah dan akan dilakukan bagi 
perempuan. 
6. Yang keenam, bagi fasilitator, hendaknya selalu pemberikan motivasi dan 
pengarahan serta pendampingan bagi perempuan yang belum terlibat dalam 
program PNPM-MP. Hal ini dapat dilakukan dengan merangkul Tokoh 
Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) di wilayah Kelurahan 
Bulakan. Keterlibatan para tokoh tersebut sangat perlu, karena seperti yang 
kita ketahui bersama para tokoh tersebut dianggap mempunyai charisma dan 
dijadikan penutan bagi masyarakat. Dari keadaan inilah kita akan dapat 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam melaksanakan program PNPM-
MP dapat terwujud secara baik. 
7. Bagi perempuan yang belum terlibat secara aktif dalam partisipasi program 
PNPM-MP sebaiknya diberikan penyuluhan dan penyadaran pentingnya 
keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan program PNPM-MP demi 
terciptanya kesejahteraan  yang berbasis gender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
